KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Mis 1

M eningkatkan profesionalisme apar atur pemerintahan daerah.

1.Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Peningkatan dan

penyelenggaraan sumberdaya pengembangan
Pemerintahan yang | manusiaaparatur | kualitas aparatur
bersih, efektif dan | yang berkualitas. | padasetiap unit
1 efisien berdasarkan kerjadalam
prinsip Good pelayanan publik
Governance; untuk mewujudkan
clean government
and good
governance;
2
3
4

Meningkatnya Meningkatnya Program Energi dan
pengetahuan dan pengetahuan dan Pelatihan dan Sumberdaya
kemampuan aparat kemampuan aparat Pengembangan Minera
dibidang sumber dan masyarakat Sumber Daya Dinas
daya minera dibidang sumberdaya 98% Minera Pertambangan
mineral ESDM
Meningkatnya Meningkatnya Program Energi dan
pengetahuan dan pengetahuan dan Pengembangan Sumberdaya .
kemampuan aparat kemampuan aparat dan Monitoring Minera Dinas
dan masyarakat d akat 98% Bidang Minyak Pertambangan
an masyar an masyar: 1dang Minye ESDM
dibidang minyak dan | dibidang minyak dan dan Gas Bumi
gas bumi gas bumi
Meningkatnya Program
(@emoageen | seiesdaa | ST
pengelola lingkungan Buku SLH'? Provins SLHD, IKLH, Pengelolaab Lingkungan . Badan
hidup Sulawesi Barat SPM, 16 Sumber Daya Hidup Lingkungan
(2009) sekolah Hidup
adiwiyata A_Iam dan
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya Program Kesatuan
Pendidikan Politik Pendidikan Bangsa dan Badan
Masyarakat 166,008 100% Politik Polith Datam Kesbangpol
Masyarakat Negeri
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KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berkembangnya Program
Kapasitas Pengembangan Kesatuan
kemampuan Intelgjen 100% Kapasitas Bangsa dan Badan
Bagi Aparat Daerah kemampuan Politik Dalam Kesbangpol
Intelejen Bagi Negeri
Aparat Daerah
1. Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Peningkatan dan | Tercapainya Sistem Program K esat
; uan
penyelenggaraan sumberdaya pengembangan Keamanan Y ang peningkatan Bangsadan
Pemerintahan yang | manusiaaparatur | kualitas aparatur Kondusif 100% keamanan dan Politik Dalam Satpol PP
bersih, efektif dan | yang berkualitas. | padasetiap unit kenyamanan Negeri
efisien berdasarkan kerjadalam lingkungan €9
prinsip Good pelayanan publik Meningkatkan Program Kesatuan
Governance; untuk mewujudkan | Mental dan Wawasan 100% pengembangan Bangsa dan Satpol PP
clean government | Kebangsaan Aparatur Wawasan Politik Dalam P
and good Kebangsaan Negeri
governance; Terlaksananya Program
Pelayanan Dasar Pengembangan
Masyarakat Kapasitas dan
) 100% Evaluasi Kinerja Pemerintahan Biro Tata
dalam pencapaian Umum Pemerintahan
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
Terlaksananya proses Program
pelaksanaan Fasilitas
Pemilukada secara Pemillihan,
jurdil Pengesahan
) 100% Pengangkatan Pemerintahan Biro Tata
dan Umum Pemerintahan
Pemberhentian
Kepala Daerah
(KDH) dan Wakil
kepala Daerah
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KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Terlaksananya Program P . .
10 pelaynan umum skala 10% 90% Koordinasi Un'}ﬂtrﬂhm Pelr31l1gr)i r?ai?an
provinsi Pelayanan Umum
Tersedianya sarana & Program
Prasarana dalam Kurangnya Optimalisasi
11 rangka Pemahaman tentang 90% Pemanfaal_tm Pemerintahan Biro Humas
pengembangan ) Teknologi Umum & Protokoler
) Persandian & TI ?
Persandian & Informasi
Teknologi Informasi
Peningkatnya Tugas, Program
Fungsi dan Peningkatan
Wewenang DPRD Kapasitas Pemerintahan Sekretariat
12 100% Lembaga Umum DPRD
Perwakilan
Rakyat Daerah
pelaksanaan Peningkatan P .
13 sosidisas - 100% kapasitas Sumber U intahan Biro Umum
daya mum
1. Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Peningkatan dan | Terbinanyadan Program
penyelenggaraan sumberdaya pengembangan berkembangnya Pembinaan dan
Pemerintahan yang | manusiaaparatur | kualitas aparatur kemampuan serta Pengembangan
bersih, efektif dan | yang berkualitas. | padasetiap unit pengetahuan dalam 20% kenaikan | Aparatur .
14 | efisien berdasarkan kerjadalam upaya peningkatan 1,136,129 dari tahun-5 Kepegawaian BKD
prinsip Good pelayanan publik karier aparat.
Governance; untuk mewujudkan
clean government
and good Meningkatnya Program
kualitas penelitaian Pengkajian dan
untuk pengembangan . . Penelitian Bidang Komunikasi .
15 kualitas informas Pm;{;lbar an mf;)trmas 100% Komunikasi dan dan KD'S‘?”]?
um meraa Informasi Informatika ominto
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17

18

19

1. Mewujudkan
penyelenggaraan

Pemerintahan yang

bersih, efektif dan

efisien berdasarkan

prinsip Good
Governance;

1. Terwujudnya
sumberdaya
manusia aparatur
yang berkualitas.

2. Pengembangan

kelembagaan
pendidikan dan
pelatihan bagi
aparatur

2. Pengembangan
kelembagaan
pendidikan dan
pelatihan bagi
aparatur

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Peningkatan Jumlah Program
dan kaapsitas PPLH Pengembangan
& PPNS Bertambah Kapasitas Badan
kapasitas SDM | Pengelolaan Lingkungan Linakunoan
terkait AMDAL | Sumber Daya Hidup vt oy 9
danPPLH | aamdan P
Lingkungan
Hidup
Jumla SDM Program
penyelenggara Kesos Pendidikan
yang mengikuti Penyelenggaraa | Pelatihan,
pendidikan Penyelenggaraan n pedidikan Penelitian dan
kedinasan, kediklatan | pedidikan kedinasan, kedinas an, Pengembangan
dan jumlah kajian kediklatan dan kediklatan dan | Kesgjahteraan
dan atau penelitian penelitian penelitian Sosia Sosial Dinas Sosial
yang dilaksanakan pembangunan Kesos pembangunan
belum terlaksana Kesostelah
dengan baik terlaksana
dengan baik
Meningkatnya program
kualitas dan peningkatan
produktivitas tenaga 7% 100% kualitas dan Disnaker &
kerja produktivitas Transmigrasi
tenaga kerja
pembinaan program
pengawasan pembinaan
ketenagakerjan pengawasan .
Transmigrasi
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20

21
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22

23

Terciptanya Program
Antisipasi Cegah Antisipasi Cegah Kesatuan
Dini Terhadap 100% Dini Terhadap Bangsa dan Badan
Perkembangan 0 Perkembangan Politik Dalam Kesbangpol
Konflik di Daerah Konflik di Daerah Negeri
Meningkatkan Program
Pemahaman Penataan ]
Masyarakat Terhadap 101% Peraturan Pemerintahan | iy 1ukum
PerUU Pusat & Perundang- Umum
Daerah Undangan
Meningkatnya . Program
K apasiats Mekanisme Peningkatan
K elembagaan Pelaksanaan dan K apasitas
Pembangunan Wmcﬁ;g‘i? f‘ll("t”k K elembagaan
Daerah mengetextitkan Pembangunan Pemeri

kegiatan 100% Daerah 9 Un'}ﬂtrﬁhm Biro Ekbang

kelembagaan belum
terlaksana dengan
secara efektif dan
efisien
terwujudnya Program
peningkatan kualitas peningkatan )
kelembagaan . 100% kualitas Pemerintahan | g0 oypeg
pemprov sulbar kelembagaan Umum
pemprov sulbar
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1. Mewujudkan 1. Terwujudnya 2. Pengembangan Terlaksananya Program
penyelenggaraan sumberdaya kelembagaan pembinaan dan pembinaan dan
Pemerintahan yang | manusiaaparatur | pendidikan dan pengembangan pengembangan
bersih, efektif dan | yang berkualitas. | pelatihan bagi aparatur aparatur Pemerintahan .
24 efisien berdasarkan aparatur 25% 100% Urmum Biro Orpeg
prinsip Good
Governance;
Meningkatnya Program
wawasan, pendidikan Peningkatan
dan pengetahuan Kapasitas Sumber
aparatur terhadap 20% kenaikan | Daya Aparatur :
25 peraturan 3,588,721 dari tahun-5 Kepegawaian BKD
kepegawaian serta
kemampuan
mangjerial PNS
Meningkatnya SDM Program
pada bidang Fasilitasi Komunikasi
% komunikasi dan Penyebaran informasi 100% Peningkatan dan Dishub
Informasi belum merata 0 SDM Bidang . Kominfo
o Informatika
Komunikasi dan
Informasi
2. Optimalisas 2. Mewujudkan 3. Perwujudan Program Penataan
27 perencanaan dan koordinasi sinergi dan kualitas 100% Prencanaan Tata Ruan Dinas PU
pengembangan perencanaan perencanaan Ruang 9
pembangunan pembangunan pembangunan Program Penataan
28 daerah, struktur daerah dan tata daerah dan tata 100% Pemamfaatan Ruan Dinas PU
ruang dan pola ruang yang ruang yang handal; Ruang 9
ruang wilayah handal dan Terwujudnyatata Program
profesional kota yang berbasis Perencanaan
lingkungan Kota-kota Perencanaan
29 gKung 100% Menengah dan Pembangunan Bappeda
Besar
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KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tersusunnya Program
dokumen Perencanaan Perencanaan
30 perencanaan yang 100 100% Pembangunan Pembangunan Bappeda
akurat Daerah
Meningkatnya Program
pengembangan Perencanaan
sumber daya alam Prasana Wilayah Perencanaan
31 80% 100% dan Sumber Daya | Pembangunan Bappeda
Alam
2. Optimalisas 2. Mewujudkan 3. Perwujudan Meningkatnya Program
perencanaan dan koordinasi sinergi dan kualitas | kepercayaan Perencanaan Tata Perencanaan
32 pengembangan perencanaan perencanaan stakeholder terhadap 100% 100% Ruang Pembangunan Bappeda
pembangunan pembangunan pembangunan dokumen RTRW
dwah, struktur daerah dan tata daerah dan tata Terwjhanya Prsarana Tersedi anya Pernbangunan
ruang dan pola ruang yang ruang yang handal; | dan dokumen dokumen Prasarana dan
ruang wilayah handal dan perhubungan dalam perencanaan Fasilitas Dishub
33 profesional rangka koordinasi pelabuhan belang- 54 Keg Perhubungan Perhubungan K 1Su
ominfo
pembangunan belang, bandara
infrastruktur tampa padang, dan
transportasi prasaranalalu lintas
Tersedianya Program
dukungan penegasan Perbatasan Pemerintahan Biro Tata
34 bata provinsi dan 10% 100% Daerah Umum Pemerintahan
kabupaten
Meningkatnya Mekanisme Program
Penguatan Ekonomi Pelaksanaan dan Penguatan
Daerah Perencanaan untuk Ekonomi Dagerah
mengoptimalkan Pemerintahan .
35 Penguatan Ekonomi 100% Umum Biro Ekbang
Daerah belum
terlaksana dengan
efektif dan efisien
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36

37

38

39

41

42

2. Optimaisas

perencanaan dan
pengembangan
pembangunan
daerah, struktur
ruang dan pola
ruang wilayah

2. Mewujudkan

koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah dan tata
ruang yang
handal dan
profesional

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

4. Peningkatan Meningkatnya Program
monitoring dan koordinas erencanaan Perencanaan
evaluas ° pembangunan 100% 100% Eembangunan Pembangunan Bappeda
pelaksanaan ekonomi Ekonomi
rencana Meningkatnya Program
pembangunan; koordinasi perencanaan Perencanaan
pembangunan sosia 100% 100% Pembangunan Pembangunan Bappeda
budaya Sosial Budaya
Meningkatnya Program
koordinas Perencanaan Perencanaan
pembangunan rawvan 100% 100% Pembangunan Pembangunan Bappeda
bencana Daerah Rawan
Bencana
Terlaksananya Program
pemetaan wilayah Toponimi dan Pemerintahan Biro Tata
Prov. Sulbar 10% 100% Pemetaan Umum Pemerintahan
Wilayah
Terlaksananya Program
penegasan batas Pengembangan Pemerintahan Biro Tata
wilayah Provins 10% 100% Wilayah Urmum Pemerintahan
Sulawesi Barat Perbatasan
5. Peningktan Program
endalian Pengendalian Penataan .
F:;lgdap hasil- 100% Perr?anﬂaatan Ruang Dinas PU
hasil monitoring Ruang
dan evalauasi Terlaksananya Program
untuk menjamin Pengadaan Tanah Penataan
tepat sasarnnya untuk pembangunan penguasaan, Biro Tata
program-program 100% pemilikan, Pertanahan Pemerintahan
pembangunan penggunaan dan
pemanfaatan
tanah
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KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2. Mewujudkan Terlaksananya Program
43 koordinasi pembinaan 10% Pembinaan Pemerintahan Biro Tata
. i o 85% . .
perencanaan kewilayahan di Prov. Wilayah Umum Pemerintahan
pembangunan Sulbar
daerah dan tata Penataan luas Program
a4 ruang yang wilayah Provinsi 10% 65% Penetapan Luas Pemerintahan Biro Tata
handal dan Sulawesi Barat Wilayah Umum Pemerintahan
profesiona
3.  Terwujudnya | 3. Mewujudkan 6. Penataan Prosentase (%) Program
penata | aksanaan struktur organisasi dan Dokumen dukungan
sistem, prosedur kelembagaan dan | ketatalaksanakan Perencanaan dan Manajemen dan
maupun tatakerja | ketatalaksanaan pemerintah Penganggaran,Kepeg Terlaksanana baik Terlaksanana | Pelaksanaan
5 birokrasi yang pemerintah awaian, d - baik dengan Tugas Lainnya Sosial Dinas Sosial
berkualitas daerah yang Adm.Tatalaksanan, engan capan capain Kinerja S 1has Sos
) Kinerja 100 %
berkualitas Keuangan dan 100 %
Dokumen
Perundangan yang
baik
Meningkatnya Program
K esadaran berbangsa Peningkatan B};n&;]gjgnm Badan
46 dan bernegara 100% Eﬁg dan Politik Dalam |~ Kesbangpol
bernegara Negeri
Meningkatnya Program
Kualitas dan Capaian Peningkatan
47 KinerjaLPPD ) 100% Kapasitas Pemerintahan Biro Tata
Provinsi Sulawesi Kelembagaan Umum Pemerintahan
Barat Pembangunan
Daerah
CD Produk Hukum Program
Daerah Provinsi & Peningkatan .
48 Kabupaten se- 100% Jaringan Pemerintahan Biro Hukum
Sulawesi Barat Dokumentasi dan Umum
Informasi Hukum
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49

50

51

52

53

3. Terwujudnya
penata laksanaan
sistem, prosedur
maupun tata kerja
birokrasi yang
berkualitas

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya Program
Pengembangan Pengembangan
Kapasitas Kapasitas Pemerintahan | Inspektorat
Kelembagaan 98% 99% Kelembagaan Umum staerm
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Terfasilitasinya Program
aparatur yang 20% kenaikan | Fasilitas Pindah/ .
pindah/purna tugas 95,769 dari tahun-5 | PurnaTugasPNS | Kepegawaian BKD
3. Mewujudkan 6. Penataan % aparatur yang
struktur organisasi dan ditempatkan sesuai 50% 100% Kepegawaian BKD
kelembagaan dan | ketatalaksanakan kompetens
ketatalaksanaan | pemerintah terlaksananya Pelayanan
pemerintah koordinasi antara Kedinasan kepala | Pemerintahan .
daerah yang pemerintah pusat dan ) 100% daerah/wakil Umum Biro Umum
berkualitas daerah kepala daerah
4. Mewujudkan 6. Penataan Meningkatnya Program
budayatatakerja | organisasi dan Keamanan dan Peningkatan
aparatur ketata laksanakan Kenyamanan Keamanan dan
Pemerintah yang | pemerintah Lingkungan dalam Kenyamanan K esatuan
profesional dan M enghadapi Lingkungan Bangsadan Badan
cerdas; Pemilukada 100% dalam Politik Dalam | Kesbangpol
Gubernur dan Wakil M enghadapi Negeri
Gubernur Pemilukada
Gubernur dan
Wakil Gubernur
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Terlaksananya Program
peresmian Peresmian
pengangkatan & Pengangkatan
54 pemberhentian 100% dan Pemerintahan Biro Tata
anggota DPRD Pemberhentian Umum Pemerintahan
Anggota DPRD
Provinsi/Kabupat
en/Kota
7. Adanyastandar | Meningkatnya Program
operating prosedur | Pemahaman aparat Pembinaan dan
55 bagi pelaksanaan | terhadap pelaksanaan 100% Pengawasan Pemerintahan Biro Tata
tupoksi aparatur urusan pemerintahan 0 Penyelenggaraan Umum Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah SKPD yang Program
telah memiliki SOP Peningkatan
layanan masyarakat Profesionalisme
Aparatur
56 100% g;g:g't‘;e' Kepegawaian BKD
building)
pemerintah
Provins Sulawesi
Barat
4.  Terwujudnya | 5. Mewujudkan 8. Peningkatan Pengelolaan Program
pengelolaan dan pengelolaan pengelolaan dan keuangan daerah peningkatan dan
57 penatausahaan keuangan dagrah | pelaporan dengan predikat WDP WTP Pengembangan Pemerintahan Biro
keuangan daerah yang akuntabel pel aksanaan Pengelolaan Umum Keuangan
yang akuntabel dan | dan berbasis anggaran yang keuangan Daerah
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58

59

60

61

62

63

transparan

kinerja

akuntabel menuju
pencapaian status
laporan
pertanggung
jawaban
perhitungan
APBDmenuju
Opini Wajar Tanpa
Pengecuadian(WTP
)i

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pengelolaan Program
keuangan daerah Pembinaan &
dengan predikat WDP WTP Fasilitas Pemerintahan Biro
Pengelolaan Umum Keuangan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Tercapainya Program
Kerjasama Antar Peningkatan .
Pemerintah Daerah 100% Kerjasama Antar Pemerintahan Biro Hukum
se-Sulawesi Barat Pemerintah Urmum
Daerah
Pengelolaan Program
keuangan daerah Pembinaan dan Pemerintahan Biro
dengan predikat WDP WTP Pengembangan Umum K euangan
Aparatur
Terimplementasinya Program
Pengelolaan Peningkatan dan . .
Keuangan Dagrah 100% Pengembangan Pemerintahan Sekretariat
Y ang Profesional Pengelolaan Umum DPRD
Keuangan Daerah
Opini BPK Program
Peningkatan
Profesionalisme
Aparatur .
WDP WTP (personnel Pe”l‘f::][‘frﬂha‘ '“stae:rgat
capacity building)
pemerintah
Provins Sulawesi
Barat
Meningkatkan dan Program
mengembangkan Peningkatan & . Dinas
Pengelolaan 6% 100% Pengembangan Pmlmztrﬂhm Pendapatan
Keuangan Dagrah Pengelolaan Daerah
Keuangan Dagrah
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4.  Terwujudnya | 5. Mewujudkan 8. Peningkatan Meningkatnya Program
pengel olaan dan pengel olaan pengelolaan dan | kesadaran Penataan P intahan Dinas
64 penatausahaan keuangan daerah pelaporan masyarakat tentang 51% 90% Peraturan Urmum Pendapatan
keuangan daerah yang akuntabel pelaksanaan pemenuhan Pgjak dan Perundang - Daerah
yang akuntabel dan dan berbasis anggaran yang Retribusi Daerah Undangan
transparan kinerja akuntabel menuju | Meningkatnya Program
pencapaian status | kesadaran Partisipasi
laporan masyarakat tentang Masyrakat
pe_rtang)%l;ng pemenuhan Pejak dan " Dinas
jaw Retribusi Daerah Pemerintahan
65 perhitungan ) 100% Umum PenDdap;t;m
APBDmenuju aer
Opini Wajar Tanpa
Pengecuaian(WTP
);
9. Optimalisasi penyusunan Peningkatan dan
akuntabilitas standarisasi harga pengembangan .
66 kinerja barang dan jasa - 100% Pengelolaan Perrcjen ntahan Biro Umum
mum
pengel olaan keuangan daerah
keuangan,
5.  Terwujudnya | 6. Mewujudkan 10. Peningkatan Jumlah Korban Penanaanan Korban Penanganan Program
jaminan kepastian | pengawasan dan kesadaran dan Tindak Kekerasan Tidak |g< ekerasan dan Korban Tidak | Perlindungan
67 dan perlindungan pengendalian kepatuhan hukum dan PekerjaMigran Pekeria Miaran Kekerasandan | bagi Korban Sosial Dinas Sosial
hukum. pembangunan; aparatur. yang tertangani ! gran PekerjaMigran | Tindak kekerasan
belum tertangani ; .
secaramaksimal belum tertangani | dan Pekerja
dengan baik Migran
perlindungan dan program
pengembangan perlindungan dan
lembaga pengembangan .
68 ketenagakerjaan 5% 100% lembaga D|snak_er &.
semakin baik ketenagakerjaan Transmigras
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Meningkatnya

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program

keamanan dan Peningkatan B};na%ggnm Badan
69 Kenyamanan 406,002 100% keamanan dan Pol ti?( aam | Kesanonol
Lingkungan Kenyamanan Negeri 9P
Lingkungan 9
5.  Terwujudnya | 6. Mewujudkan 10. Peningkatan Meningkatnya Program
jaminan kepastian | pengawasan dan kesadaran dan Keamanan dan Peningkatan K esatuan
dan perlindungan pengendalian kepatuhan hukum kenyamanan Keamanan dan Bangsadan Badan
70 hukum. pembangunan; aparatur. Lingkungan 100% kenyamanan Politik Dalam K esbanapol
Menghadapi Pemilu Lingkungan Negeri 9P
2014 Menghadapi €9
Pemilu 2014
Meningkatnya Program
Kapasitas Fungsi dan Peningkatan B};n&g;gnm Badan
71 keberadaan Ormas 100% Kapasitas Fungsi Politik Dalam Kesbangpol
dan keberadaan Neoeri
Ormas €9
Terwujudnya Program
Pemberdayaan Pemberdayaan Kesatuan
Masyarakat Untuk Masyarakat Bangsa dan Badan
? Manjaga K etertiban 50,825 100% Untuk Manjaga Politik Dalam Kesbangpol
dan Keamanan Ketertiban dan Negeri
Keamanan
Terlaksananya Program K esatuan
Fasilitasi Politik Fasilitasi Politik Bangsa dan Badan
3 dalam Negeri 100% dalam Negeri Politik Dalam | Kesbangpol
Negeri
Terwujudnya Program Kesatuan
74 Kewaspadaan 100% Kewaspadaan Bangsa dan Badan
Nasional Nasional Politik Dalam Kesbangpol
Negeri
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Mempermudah Program
Pencarian & Perbaikan Sistem Pemerintahan .
8 Pelacakan Produk 100% Administrasi Umum Biro Hukum
Hukum Daerah Kearsipan
Terlaksananya Program
Penegakan Kuasa Penanganan Pemerintahan .
76 Hukum & Gelar 100% Bantuan Hukum Umum Biro Hukum
Perkara Peradilan dan HAM
Terlaksananya Program
koordinasi dengan Ketentraman,
ingtansi terkait skala Ketertiban Umum | Pemerintahan Biro Tata
" provinsi 10% 100% dan Perlindungan Umum Pemerintahan
Masyarakat
5.  Terwujudnya | 6. Mewujudkan 10. Peningkatan Meningkatnya Program
jaminan kepastian | pengawasan dan kesadaran dan Pemahahaman Peningkatan
78 dan perlindungan pengendalian kepatuhan hukum | terhadap Peraturan 100% Kapasitas Pemerintahan Biro Tata
hukum. pembangunan; aparatur. 0 Aparatur Umum Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Terwujudnya Program
Penanganan Pengintensifan . .
79 Pengaduan 100% penanganan Pmﬂztrﬂhm Selggaéagat
Masyarakat Y ang Pengaduan
Intensif Masyarakat
Terlaksananya Program
Tindak Lanjut Hasil Peningkatan
Temuan Pengawasan Sistem
80 100% Pengawasan Pemerintahan | g;\ )ty jeum
Internal dan Umum
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |



KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tersusunnya Program
Peraturan Perundang- Penataan . )
81 Undangan 100% Peraturan Pemerintahan Sekretariat
Umum DPRD
perundang-
undangan
Meningkatnya Sistem Program
Pengawasan Internal Peningkatan
dan pengendalian Sistem
Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Inspektorat
82 Kebijakan KDH 13% 100% Internal dan Umum Daerah
pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Berkurangnya Adanya pelanggaran Pengawasan |si K .
A ) ) omunikasi
temuan pelanggaran is siaranyg Siaran Radio &
83 o . 100% S dan KPID
isi siaran oleh dilakukan oleh Televisi di .
) . . Informatika
lembaga penyiaran lembaga penyiaran Sulawes Barat
Tertatanya Peraturan Penataan
Perundang-Undangan Peraturan . Badan Perpus
84 100% Perundang- Kearsipan & Arsip
Undangan
6. 7. Meningkatkan | 6. Penataan Berkembangnya Program
Meningkatnya kerjasama antar organisas dan Wawasan Pengembangan
kerjasama antar daerah dalam ketatalaksanakan | Kebangsaan Wawasan Bﬁn%gnm Badan
85 daerah atau pembangunan pemerintah 193,660 100% Kebangsaan .
lembaga lainnya daerah dan ° Politik Dr?i am K esbangpol
dalam stakehol der Negeri
pembangunan lainnya
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11. Kerjasama Meningkatnya Program
pembangunan kerjasamadalam kerjasama
antar provinsi dan | menunjang Pembangunan
kabupaten, serta pembangunan daerah 100% 100% Perencanaan B
provinsi lain yang 00% 00% Pembangunan 3ppeda
saling
menguntungkan;
Meningkatnya Program
Kapasitas Aparat Peningkatan Kesatuan
Keshang dan Instansi 100% Kapasitas Aparat Bangsa dan Badan
terkait Kesbang dan Politik Dalam K esbangpol
Instansi terkait Negeri
Terjainnya Program
Kemitraan Kemitraan BKMUS" Bad
Pengembangan Pengembangan angsa aan an
Wa/?/m 9 100% Wa/?/m 9 Politik Dalam Kesbangpol
kebangsaan kebangsaan Negeri
Terlaksananya Program
Kerjasama antar Peningkatan . .
daerah 10% 90% KerjasamaAntar | | H'U'e”"taha" piro 1aa
Pemerintah mum Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Program
Hubungan Kerjasama Peningkatan . .
Antara Pemerintah 100% kerjasama Antar Pmlmztrﬂhm Seggal;ag a
Daerah Pemerintah
Daerah
12. Pembangunan | Meningkatnya Program
komunikasi timbal | koordinasi diam Perencanaan
balikPemerintah menunjang Pengembangan Perencanaan
dan Stakeholder; pembangunan daerah 100% Wilayah Strategis | Pembangunan Bappeda
dan Cepat
Tumbuh

RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |



KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6. 7. Meningkatkan | 12. Pembangunan Meningkatnya Program
Meningkatnya kerjasama antar komunikasi timbal | pemanfaatan Penvebaran informasi Optimalisasi Komunikasi Dishub
92 kerjasama antar daerah dalam balikPemerintah teknologi Informasi )l/)elum merata 100% Pemanfaatan dan Kominfo
daerah atau pembangunan dan Stakeholder; Teknologi Informatika
lembaga lainnya daerah dan Informasi
dalam stakehol der Meningkatnya Penertiban 1zin
pembangunan lainnya Jumlah Lembaga Minimnya Lembaga Penyelenggaraan Komunikasi
93 Penyiaran yang Penyiaran yang 100% Penyiaran (IPP) dan KPID
mengurus dan memiliki PP Informatika
memiliki [zin Siaran
Meningkatnya Program
Komunikas & Sinkronisasi Aparat Peningkatan
Pelayanan Informasi Komunikasi & Komunikasi .
S Kehumasan & : Biro Humas
94 serta Profesionalisme Pr 98% Informasi Serta dan
otokol belum ) & Protokoler
Aparat Kehumasan begitu memadai Penggunaan Informatika
dengan MitraKerja Media Massa
Kehumasan
8. Meningkatnya | 13. Meningkatkan | Terlaksananya Program
jaringan promosi penataan daerah Penataan Daerah
kerjasamadengan | keunggulan otonomi baru Otonomi Baru
lembaga-lembaga | komparatif,
domestik dan wilayah dan
internasional utnk | sumber dayaaam
mendorong Pemerintahan Biro Tata
9% penanaman ) 100% Umum Pemerintahan
modal investasi
keuangan,
perkembangan
ekonomi dan
sektor-sektor
lainnya
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6. 8. Meningkatnya | 13. Meningkatkan | Meningkatnya Program
Meningkatnya jaringan promosi kerjasamainformasi Kerjasama Komunikasi
% kerjasama antar kerjasamadengan | keunggulan Penyebaran informasi 100% Informsi dan dan Dishub
daerah atau lembaga-lembaga | komparatif, belum merata MediaMassa Informatika Kominfo
lembaga lainnya domestik dan wilayah dan
dalam internasiona utnk | sumber dayaaam
pembangunan mendorong 14. Promosi Jumlah maskapai dan Program
penanaman tentang peluang, rute penerbangan peningkatan
modal investas insentif dan profit 3 Maskapai dan promosi dan
97 keuangan, dalam 2 Maskapai dan 2 5 RaSte kerjasama dengan Perhubuncan Dishub
perkembangan menanamkan Rute Penerbangan Penerb pihak ketiga baik 9 Kominfo
ekonomi dan modal disulawesi AN | delam negeri
sektor-sektor barat maupun luar
lainnya negeri
Terlaksananya Program fasilitas e Biro T
K erjasama dengan kerjasamadengan | Pemerintahan iro Tata
% pihak ketiga 10% 100% Pihak Ketiga Umum Pemerintahan
7. Terwujudnya | 9. Meningkatkan | 15. Optimalisasi Terlaksananya Program Kependudukan
% pelayanan prima kinerjadan penyelenggaraan penataan Adm. 100% Penataan dan Catatan Biro Tata
yang dapat diakses | disiplin aparatur pelayananpublik; Kependudukan Administrasi Sioil Pemerintahan
dengan mudah dan | Pemerintah; Kependudukan P
cepat oleh Meningkatnya Progaram
masyarakat. KudlitasKerja Peningkatan . .
100 Aparatur Pemerintah 44% 100% Sarana & Pe'ﬁ'\[‘frﬂhm Peﬂ;'grl‘(’wan
Daerah Prasarana
Aparatur
10. Meningkatkan | 16. Optimalisasi Pengaturan Program
saranadan pembangunan Pembinaan Peningkatan
prasaranakerja; saranadan Pengawasan dan Infrastruktur
prasarana kerja Pelaksanaan Kawasan Pekerjaan .
101 Penataan Bangunan 100% Perkantoran Umum Dinas PU
dan Lingkungan,
Gedung dan Rumah
Negara
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7.  Terwujudnya | 10. Meningkatkan | 16. Optimalisasi Meningkatnya Sarana Saranadan Program
pelayanan prima saranadan pembangunan dan Prasarana Sarana dan Prasarana Prasarana Peningkatan
102 | yangdapat diakses | prasaranakerja; saranadan Aparatur yang Aparatur belum Aparatur telah Sarana dan Sosia Dinas Sosia
dengan mudah dan prasarana kerja dibutuhkan memadai pmem dai Prasarana
cepat oleh Aparatur
masyarakat. Pelayanan kesehatan Peningkatan .
103 kepala daerah - 65% Kesehatan Perr&en ntahan Biro Umum
mum
Aparatur
Memperluas dan Program
Meningkatkan Peningkatan dan . .
104 Kualitas Sarana dan 57% 100% Pengembangan Pe"ﬁﬂﬁhm Pl
Prasarana Pengelolaan gkapan
Keuangan Dagrah
Meningkatnya Program
pelayanan Kedinasan peningkatan
KDH/WKDH pelayanan Pemerintahan Kantor
105 100% kedinasan kepala Umum Perwakilan
daerah/ wakil
kepaladaerah
Sesuainya Optimalisasi
pemanfaatan Penggunann Pemanfaatan Komunikasi
106 spektrum frekuensi Spektrum frekuensi 100% Spektrum dan KPID
dg master plan yang yg masih ruwet Frekuensi Informatika
ada
8. Terwujudnya | 11. Penyediaan 17. Peningkatan Persentase Provinsi Program Sistem
datadaninformasi | datadan kemudahan akses dan Kabupaten Informasi Dinas
107 pembangunan informasi publik terhadap memiliki Bank Data 100% 100% Kesehatan Kesehatan Kesehatan
daerah berbasis pembangunan datadan informasi | Kesehatan
teknologi daerah berbasis pembangunan Meningkatnya Program
informasi teknologi daerah; Profesionalisme Pelavanan Peningkatan
108 informasi Aparat dalam Rangka kehu &y belum 98% Pelayanan Pemerintahan Biro Humas
pelayanan ml : emadlEEEI : ai Kehumasan Umum & Protokoler
kehumasan &
Keprotokoleran

RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |

Bab VII -34



KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

8. Terwujudnya | 11. Penyediaan 17. Peningkatan Meningkatnya Program
datadaninformasi | datadan kemudahan akses kualitas pelayanan peningkatan Badan Perous
109 | pembangunan informasi publik terhadap informasi 97% kualitas Kearsipan & Ars P
daerah berbasis pembangunan data dan informasi pelayanan P
teknologi daerah berbasis pembangunan informasi
informasi teknologi daerah; Bertambahnya Kuran Sosidisasi
i ; gnya
informasi Pnemdﬁiz?;nt t pemahaman g;flj_zg Uggggg Komunikasi
110 masyarake’ tenang masyarakat ttg 100% ol dan KPID
isi siaran yg baik dan enviaran dan ttg Penyiaran dan Informatika
mendidik P gt KPl Peraturan KPI ttg
peraturan P3-SPS
Penyediaan sistem Optimalisasi
adminstrasi Pemanfaatan Pemerintahan .
111 elektronik ) 100% Teknologi Umum Biro Umum
informasi
18. Perencanaan Meningkatnya Program Perencanaan
112 pembangunan Akuras Data 100% 100% Pengembangan Pembanqunan Bappeda
daerah berbasis Data/ Informasi 9
teknologi Meningkatnya Program
informasi kualitas penyebaran . . Pengembangan Komunikasi .
113 informas dan Pernyebaran Informes 100% Komunikasi, dan Dishub
komunikasi um merata Informasi dan Informatika Kominfo
Media Massa
Lembz-_Jga penylaran Pengelolaan bidang Pengempangan Komunikasi
114 semakin profesional penyiaran yang 100% SDM Bidang dan KPID
dalam pengelolaan kurang profesional Penyiaran Informatika
bidang penyiaran 9p
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Misi 2
M emperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasar ana ekonomi
1 1. Meningkatkan | 1. Peningkatan Memperlancar Program
Terselenggaranya | pembangunan pembangunan Aksesibilitas Antar Rehabilitasi/Peme
percepatan jaringan jalandan | jalan dan jembatan | Kawasan liharaan Jalan dan
pembangunan jembatan pada untuk peningkatan Jembatan
infrastruktur jalan | semuawilayah interkoneksi Pekerjaan .
L dan jembatan wilayah 100% Umum Dinas PU
untuk kelancaran
transportasi ke
pusat-pusat
produksi
2. Meningkatkan | 2. Peningkatan Memperlancar Program
pembangunan aksesjalan dan Aksesibilitas Antar Pembangunan
infrastruktur jalan | jembatan untuk Kawasan Jalan dan
ke pusat-pusat usaha produktif Jembatan
produksi bagi peningkatan Pekerjaan .
2 perekonomian 100% Umum Dinas PU
masyarakat
perdesaan, maupun
daerah terpencil
dan perbatasan;
3. 4. Meningkatkan | 4. Peningkatan Terbangunnya Pembangunan
Terselenggaranya | pembinaan dan pasokan, cakupan | fasilitas ketenaga Prasarana dan
percepatan pengembangan dan kualitas listrikan Fasilitas Energi dan Dinas
3 pembangunan energi dan pelayanan 60% Ketenagalistrikan Sumberdaya | Pertambangan
infrastruktur energi | ketenaga infrastruktur energi Minera ESDM
listrik listrikan; dan
ketenagalistrikan;
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3. . 5. Pengembangan Pengembangan Program
Terselenggaranya | Mengembangkan | potensienergi baru | energi baru Pengembangan Enerai dan Dinas
percepatan potensi energi dan terbarukan; terbarukan menuju 98% dan Pemanfaatan Sumbger dava | Pertambangan
pembangunan baru dan energi terbarukan Energi Baru M inera?y ESDM 9
infrastruktur energi | terbarukan Terbarukan
listrik
4. Tersedianya 6. Meningkatkan | 6. Pemantapan Pengaturan Program
infrastruktur irigasi | pembangunan kondisi jaringan Pembinaan Pengembangan
dan air bersih infrastruktur irigasi dan air Pengawasan dan Wilayah Strategis
irigasi dan air bersih guna Pelaksanaan dan Cepat
bersih meningkatan Pengembangan 100% Tumbuh Air Perumahan Dinas PU
aktivitas ekonomi; | Sistim Penyediaan Bersih,
Air Minum Penyehatan
Lingkungan
Permukiman
7. Pengembangan Terbukanyal Terbang Program
Pengelolaan unnya Daerah Irigasi pengembangan
Jaringan Irigasi, Baru dan pengelolaan Pekerjaan .
Rawa dan Jaringan 100% jaringan irigas, Umum Dinas PU
PengairanLainnya; rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Terbangunnya Program
Pengelolaan dan pengembangan,
Konpersi Sungai, pengelolaan dan Pekerjaan .
Danau dan Sumber 100% konversi sungai, Umum Dings PU
Daya Air Lainnya danau dan sumber
dayaair lainnya
6. Terpenuhinya 8. Meningkatkan | 11. Meningkatkan | Pengaturan Program
infrastruktur pembangunan pembangunan Pembinaan Pengembangan
pendidikan, infrastruktur perumahan yang Pengawasan dan Wilayah Strategis Pekeriaan
kesehatan dan pendidikan, murah, berkualitas | Pelaksanaan 100% dan Cepat Um L]j m Dinas PU
perumahan kesehatan dan dan terjangkau Pengembangan Tumbuh
perumahan bagi masyarakat Permukiman
disemuawilayah
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7. Meningkatnya 9. Meningkatkan | 12. Prioritas Tersedianya data Program
akses masyarakat pembangunan pembangunan potensi daerah yang Penyiapan
9 terhadap sarana sarana dan infrastruktur vital dibutuhkan oleh 100% Potensi Penanaman BPPMD
dan prasarana prasarana yang mendukung investor Sumberdaya, Modal
dasar perekonomian; pertumbuhan Sarana dan
ekonomi Prasarana Daerah
7. Meningkatnya 9. Meningkatkan | 12. Prioritas Jumlah pengguna Program
akses masyarakat pembangunan pembangunan sarana dan prasarana peningkatan
terhadap sarana saranadan infrastruktur vital pameran promosi dan
dan prasarana prasarana yang mendukung kerjasama dengan Penanaman
10 dasar perekonomian; pertumbuhan 20% 85% pihak ketiga baik Modal BPPMD
ekonomi dalam negeri
maupun luar
negeri
Tersedianya Sarana Masih terbatasnya Pengembangan Komunikasi
11 Pengemban Radio sarana 100% Infrastuktur d KPID
Komunitas Desa di engembangan radio 0 Radio Komunitas an
) pengembang Informatika
tiap Kecamatan komunitas di Sulbar
Tersedianya Pengembangan
Saranalinfrastruktur | Keterbatasan Sarana Televisi Komunikas
12 Penyiaran infrastruktur 100% Berlangganan dan KPID
TelevisiBerlangganan | Peryiaran televis Informatika
di tiap kecamatan berlangganan
Berkembangnya Program Dinas
13 Iptek sistem produks 20 IKM Eeggggﬁtd( Perindustrian 'fﬁfg?’
Sistem Produksi Perindag
Meningkatnya Program Dinas
14 :(,L(’f\‘,lnt' tes dan kualitas 13.08% 19% Fmembmgan Perindustrian Tﬁ?ﬁ?’
Perindag
7. Meningkatnya 9. Meningkatkan | 12. Prioritas Berkembangnya Program Dinas
15 | akses masyarakat pembangunan pembangunan produk sentra IKM 2 kali expo 10 kali expo Pengembangan Perindustrian Koperas,
terhadap sarana saranadan infrastruktur vital sentra-sentra UKM &
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dan prasarana prasarana yang mendukung industri potensial Perindag
dasar perekonomian; pertumbuhan
ekonomi
10. Meningkatkan | 13. Pemantapan Meningkatnya Program
pemerataan kondisi aksebilitas dan arus peningkatan
pelayanan transportasi jalan barang dan jasayg Baik = 92 97 kualitas dan
16 transportasi antar | guna mendukung melalui ruas Bak = 48,87 KMRusak z 0 perluasan Pekerjaan Dinas PU
wilayah, baik pelayanan salubatu-bonehau- kmRusak = 44,1 km Kkm ketersedian Umum
antar proving pergerakan orang, kalumpang-batas saranadan
maupun barang, dan jasa; luwu utara. prasarana
kabupaten; ekonomi
Meningkatnya
E‘;s:qbg o ‘?g a; ;S Baik=10327km | Baik= 1225 km pekesjoen .
17 ) Rusak = Rusak = Dinas PU
melalui ruas 19.97 km 0km Umum
sal ubatu-mambi- '
mal abo-mamasa-tator
Terlaksanananya Program
koordinasi dan peningkatan
18 sosidisas dalam 100% pelayanan Perhubungan
peningkatan angkutan
pelayanan angkutan
Tersedianya sarana - . Program
dan prasarana Faslellltas g;nkspor;as Pembangunan Dishub
19 perhubungan yang mmlcjjrl?kung zekmtor 85% Sarana dan Perhubungan Kolmi ﬁfo
memadai lain Prasarana
Perhubungan
7. Meningkatnya 10. Meningkatkan | 14. Pengembangan | Tersedianya Program
akses masyarakat pemerataan infrastruktur prasaranajaan Sarana dan prasarana peningkatan dan
20 | terhadap sarana pelayanan transportasi (Rambu, APIL, Pagar keselamatan lalu pengamanan lalu Perhubungan
dan prasarana transportasi antar | perhubungan Pengaman lintas masih kurang lintas
dasar wilayah, baik sesual standar Jdan,Markadll)
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antar proving pelayanan Meningkatnya Program
maupun keselamtan dijalan peningkatan

21 kabupaten; s 36}';18:2 i kelakan Perhubungan Dishub

tinggi pengoperasian Kominfo
kendaraan
bermotor
11. Rehabilitasi 14. Pengembangan | Meningkatnya Program
dan pemeliharaan |nfrastruktgr keselamatan LLAJ K ecelakaan lalu Rehab_llltas dan _

22 prasarana transportas lintas di jlan masih 100% Permeliharaan Perhubungan Dishub
lalulintas sesuai perhubungan tingoi Prasarana dan Kominfo
standar sesual standar 99 FasilitasLLAJ
pelayanan; pelayanan

8. Meningkatnya 12. Meningkatkan | 16. Menjaga Meningkatnya Program Dinas
volume volume stabilitas kuantitas dan kualitas Peningkatan Koperasi dan Koperas

23 | perdagangan perdagangan perekonomian kelembagaan 2% 90% kualitas Usaha Kecil UKM & !
dengan daerah yang dasari | Koperasi kelembagaan Menengah Perindag
kemudahan oleh capaian Koperas
perijinan dan indikator ekonomi | Meningkatnya Program
jaminan kondisi Promosi dan Peningkatan Penanaman

24 wilayah yang Kerjasama Investasi 100% Promosi dan Modal BPPMD
kondusif Kerjasama

Investasi
Meningkatnya Iklim Program
Investas dan Peningkatan Penanaman
25 Resdlisas Investasi 100% Iklim Investasi Modal BPPMD
dan Redlisasi
Investas
8. Meningkatnya 12. Meningkatkan | 16. Menjaga Meningkatnya Program Dinas
volume volume stabilitas kontribusi sektor perlindungan Koperasi

26 | perdagangan perdagangan perekonomian perdagangan pada 12.97% 17.50% konsumen dan Perdagangan UKM &’
dengan daerah yang dasari | PDRB pengamanan Perind
kemudahan oleh capaian perdagangan 4
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perijinan dan indikator ekonomi | Meningkatnya Program )
jaminan kondisi kerjasama peningkatan Dinas
wilayah yang perdagangan 1200rg & 4Lap | kerjasama Koperasi,
2t kondusif International database perdagangan Perdagangan UKM &
international Perindag
Meningkatnya Program Dinas
perdagangan ekspor peningkatan dan Koperas,
28 10% pengembangan Perdagangan UKM &
ekspor Perindag
Meningkatnya Program )
volume perdagangan peningkatan Dinas
dalam negeri 5keg & 2unit | efisiens Koperasi,
29 1keg qudang perdagangan Perdagangan UKM &
dalam negeri Perindag
Terbinanya pdgng Program Dinas
kaki lima & asongan 140 pdgng & 5 | pembinaan Koperas,
0 Kab pedagang kaki Perdagangan |y &
lima dan asongan Perindag
Meningkatnya Program )
kontribusi sektor Peningkatan Dinas
industri pada PDRB o o Kemampuan ; ; Koperas,
31 8% 10% Teknologi Perindustrian UKM &
Industri Perindag
Tertatanya Program Dinas
keterkaitan industri Penataan Struktur . ) Koperas,
% hulu-hilir 8 keg Industri Perindustrian UKM &
Perindag
9. 13. Meningkatkan | 17. Peningkatan Tersedianya Prsarana Prasaranadan Program
23 Terselenggaranya | jaringan aksesjalur darat dan dokumen fasilitas perhubundan 100% Pembangunan Perhubungan Dishub
perhubungan darat | perhubungan dan laut untuk perhubungan dalam belumper aﬂalg 0 Prasarana dan 9 Kominfo
dan laut jalur darat dan usaha produktif rangka mendukung mem Fasilitas
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laut bagi peningkatan pertumbuhan Perhubungan
perekonomian ekonomi
masyarakat
10. Meningkatnya | 14. Meningkatkan | 18. Peningkatan Meningkatkan Peningkatan
nilal tukar petani nilai tukar petani | kemampuan petani | kepedulian dan peran Partisipasi
dengan tetap dan penguatan aktif masyarakat baik Masyarakat
menjaga kualitas | lembaga berupa pikiran, dalam
panen dan kondis | pendukungnya, tenaga dan finansia membangun desa
pasar pengamanan dalam pelaksanaan
ketahanan pangan, | pembangunan serta
peningkatan pemeliharaan hasil -
produktivitas, hasilnya Pemberdayaan
34 produksi dan daya 78% 95% Masyarakat ng S;Egﬂ D
) es
saing produk dan Desa
pertanian
perikanan dan
ternak serta
pemanfaatan hutan
untuk diversifikasi
usaha dan
mendukung
produksi pangan
10. Meningkatnya | 14. Meningkatkan | 18. Peningkatan Meningkatnya Program
nilai tukar petani nilai tukar petani | kemampuan petani | Kesgjahteraan Petani- Peningkatan ) Dinas
35 dengan tetap dan penguatan SDM 100% 100% K esgjahteraan Pertanian Pertanian
menjaga kualitas | lembaga Petani
panen dan kondisi | pendukungnya, _
pasar pengamanan Meningkatnya Program
ketahanan pangan, | Ketahanan Pangan Peningkatan _

36 peningkatan 100% 100% Ketahanan Pertanian Dinas
produktivitas, Pangan Pertanian
produksi dan daya pertanian/perkebu

nan
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saing produk
pertanian
perikanan dan
ternak serta
pemanfaatan hutan
untuk diversifikas
usahadan
mendukung
produksi pangan
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Meningkatnya Program

Pemasaran Hasi Peningkatan

Produksi Pemasaran Hasil .

Pertani an/Perkebunan 100% 100% Produksi Pertanian D|na§
Pertanian/Perkeb Pertanian
unan

Meningkatnya Program

Penerapan Teknologi Peningkatan

Pertani an/Perkebunan 100% 100% Penerapan Pertanian Dinas
Teknologi Pertanian
Pertanian/Perkeb
unan

Meningkatnya Program

Produksi Peningkatan Dinas

Pertani an/Perkebunan 100% 100% Produksi Pertanian Pertanian
Pertanian/Perkeb
unan

Pencegahan dan Program

Penanggulangan Pencegahan dan . Dinas

Penydgﬁ Tergak 100% 100% Pmaﬁggulangan Pertanian Pertanian
Penyakit Ternak

Meningkatnya Program

Produksi Hasil peningkatan . Dinas

Peternakan 100% 100% produksi hasil Pertanian Pertanian
peternakan

Meningkatnya Program

Penerapan Teknologi Peningkatan

Peternakan Penerapan ; Dinas

100% 100% Teknologi Pertanian Pertanian

Peternakan
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10. Meningkatnya | 14. Meningkatkan | 18. Peningkatan Meningkatnya Nilai Program
nilal tukar petani nilai tukar petani | kemampuan petani | Tambah, Daya Saing, Peningkatan Nilai
dengan tetap dan penguatan Industri Hilir dan Tambah, Daya Dinas
43 menjaga kualitas | lembaga Pemasaran Hasil 100% 100% SainG, Industri Pertanian Pertanian
panen dan kondisi | pendukungnya, Pertanian Hilir dan
pasar pengamanan Pemasaran Hasl
ketahanan pangan, Pertanian
peningkatan Meningkatnya Program
produktivitas, Pendapatan petani pemanfaatan Dinas
44 produksi dan daya 100% sumber dayaaam Pertanian Pertanian
saing produk dan lingkungan
pertanian hidup
perikanan dan Meningkatnya -
45 ternak serta Produks beras Sesembada Pertanian |, DI
pemanfaatan hutan
untuk diversifikas | Meningkatnya Program
usahadan Kesgjahteraan Petani Peningkatan . Dinas
46 mendukung 100% K esgjahteraan Pertanian Perkebunan
produksi pangan Petani
TersedianyaMesin Program
Pengolahan Hasil Peningkatan . Dinas
a7 Perkebunan 100% Ketahanan Pertanian Perkebunan
Pangan
Untuk Peningkatan
Mengembangkan Pemasaran Hasil Dinas
48 Informasi tentang 100% Produksi Pertanian Perkebunan
Produk Unggulan Pertanian/Perkeb
Daerah unan
10. Meningkatnya | 14. Meningkatkan 18. Peningkatan Meningkatnya Peningkatan
nilai tukar petani nilai tukar petani | kemampuan petani | Penerapan Teknologi Penerapan Dinas
49 dengan tetap dan penguatan Pertanian/Perkebunan 100% Teknologi Pertanian Perkebunan
menjaga kualitas lembaga Pertanian/Perkeb
panen dan kondisi pendukungnya, unan
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pasar pengamanan Meningkatnya Program
ketahanan pangan, | Produksi Peningkatan
peningkatan Pertanian/Perkebunan Produksi ; Dinas
%0 produktivitas, 100% Pertanian/Perkeb Pertanian Perkebunan
produksi dan daya unan
saing produk
pertanian Terlaksananya Program
perikanan dan produksi produk peningkatan
ternak serta unggulan daerah promosi dan
pemanfaatan hutan kerjasama dengan . Dinas
51 Untuk diversifikosi 9 Produk 30 Produk pihak ketiga baik Pertanian Perkebunan
usaha dan dalam negeri
mendukung maupun |uar
produksi pangan negeri
Meningkatnya Program
Pendapatan petani pemanfaatan Dinas
52 Kakao 100% sumber dayaaam Pertanian Perkebunan
dan lingkungan
hidup
Meningkatnya Peningkatan Badan
53 Kesgjahteraan Petani 10% 100% Kesgjahteraan Pertanian Ketahanan
Petani Pangan
Meningkatnya Peningkatan Badan
54 Ketahanan Pangan 20% 100% Ketahanan Pertanian Ketahanan
Pangan Pangan
Meningkatnya Peningkatan Badan
Distribusi Harga dan Distribusi Harga .
55 Cadangan Pangan 100% dan Cadangan Pertanian Ketahanan
Pangan Pangan
10. Meningkatnya | 14. Meningkatkan 18. Peningkatan Meningkatnya Peningkatan
nilal tukar petani nilal tukar petani | kemampuan petani | Diversifikasi dan Diversifikasi dan Badan
56 dengan tetap dan penguatan Ketahanan Pangan 8% 100% Ketahanan Pertanian Ketahanan
menjaga kualitas lembaga Masyarakat Pangan Pangan
panen dan kondisi pendukungnya, Masyarakat
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pasar pengamanan Meningkatnya Program Badan
ketahanan pangan, | Kesgjahteraan Petani Peningkatan . Koordinasi
57 peningkatan 5% 100% K esejahteraan Pertanian Penyuluh
produktivitas, Petani Pertanian
prodgks dan daya Meningkatnya Program
sang prpduk Pemberdayaan pemberdayaan
p_ertmlm Penyuluh penyuluh
pte:rﬁgnkﬁgq Pertanian,perikanan,k pertanian/perkebu Badan
58 eoton hutan | €Utanan Lapangan 17% 100% nan lapangan Pertanian KP?E’JF:E
untuk diversifikasi Pertanian
usaha dan
mendukung
produks pangan
11. Meningkatnya | 15. Meningkatkan | 21. Peningkatan Menurunnyajumlah Program
nilai tukar nelayan | nilai tukar kemampuan pelanggaran yang Peningkatan
nelayandengan nelayan dan dilakukan pada Keﬁ\d;r(an dan 4 ] Dinas
tetap menjaga penguatan lembaga | ekosistem pesisir Penegakan Kelautan dan
58 kualitas dan pendukunganya 5% 100% hukum dalam Perikanan I(F;eéralllj(tan &
kuantitas dan peningkatan Pendayagunaan anan
tangkapan dan produktivitas. Sumberdaya L aut
kondisi pasar
11. Meningkatnya | 15. Meningkatkan | 21. Peningkatan Meningkatnya Program Dinas
58 nilai tukar nelayan | nilai tukar kemampuan Jumlah Produksi 38.410 ton 365.012 Ton Pengembangan Kelautan dan kelautan &
nelayandengan nelayan dan Perikanan budidaya ’ ’ budidaya Perikanan Perikanan
tetap menjaga penguatan lembaga perikanan
kualitas dan pendukunganya Meningkatnya Program
kuantitas dan penl n_gkatan Jumlah Produksi pengembangan Dinas
58 tangkapan dan produktivitas. Perikanan tangkap 73.500 ton 402.800ton | Perikanan Kelautan dan kelautan &
kondisi pasar tangkap Perikanan Perikanan
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Tersedianyajumlah Program
SDM yang kompeten pengembangan Dinas
58 - 16 Orang Sistem ngraﬁ(::nm kelautan &
Penyuluhan Perikanan
Perikanan
Meningkatnya Program
jumlah konsumsi optimalisasi Dinas
58 tkan 39,64 kg 237,28 kg gg‘fg’r' onden | Keaten @ | yojatan &
. Perikanan
produksi
perikanan
Pendapatan petani Program
rumput laut pemanfaatan Dinas
58 100% sumber daya alam Kg:#(ﬁgnm kelautan &
dan lingkungan Perikanan
hidup
Tingkat efesiensi Dinas
pengolahan hasil Kelautan dan
%8 perikanan, Perikenan | K&auten &
Perikanan
Tingkat kelestarian Dinas
58 ekosistem lait dan Keautan dan | etautan &
estuaria, Perikanan
Meningkatnya )
pasokan energy laut Kelautan dan Dinas
58 dibandingkan dgn Perikanan kelautan &
energy saat ini Perikanan
Tingkat hunian resort Dinas
. Kelautan dan
58 wisata laut Perikanan l;eéraltlj(t;n aﬁ
12. Meningkatnya | 16. 23. Peningkatan Tersedianya bantuan Belum terpenuhi Pemenuhan Program
58 keberdayaan Pemberdayaan usaha ekonomi Usaha Ekonomi bantuan Usaha bantuan Usaha | Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
pelaku UMKM. pelaku UMKM masyarakat dan Produktif untuk Ekonomi Produktif Ekonomi Keluarga
keluarga Pemberdayaan untuk Pemberdayaan Produktif bagi
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Keluarga Rentan Keluarga Rentan keluarga rentan
belum terlaksana sudah cukup
memadai
Terciptanyaiklim Program
usaha mikro kecil Penciptaan Iklim Koperasi dan Dinas
58 ’k"e”engah yang 80% 90% Ussha Mikro Usaha K eil Koperas,
ondusif dalam Kecil Menengah Menengah UKM &
rangka pertumbuhan yang Kondusif Perindag
UKM
Berkembangnya Program
UKM yang memiliki Pengembangan .
daya saing dan K ewirausahaan Koperasi dan K Dinas
58 produktifitas 305 org dan Keunggulan Usaha Kecil uoéﬁ?’
Kompetitif Usaha Menengah .
Kecil Menengah Perindag
Percepatan Program
perkembangan usaha Pengembangan Dinas
KUKM Sistem Koperasi dan K operasi
58 5 keg expo 10 keg expo Pendukung Usaha | Usaha Kecil UIE M &’
Bagi Usaha Menengah Perind
Mikro Keeil 9
Menengah
Berkembangnya dan Program
bertambahnya pengembangan : Dinas
58 Koperasi aktif 20 unit dan pembinaan ﬁgﬁfi edc?lq Koperasi,
Koperas UKM Menengah UKM &
Perindag
58 Jumlah investor 94 109 BPPMD
12. Meningkatnya | 16. 23. Peningkatan Peningkatan Program
keberdayaan Pemberdayaan usaha ekonomi Pendapatan dan pengembangan Pemberdayaan Badan PMD
58 | pelaku UMKM. pelaku UMKM masyarakat dan kesejahteraan 90% 100% lembaga ekonomi Masyarakat & Pemdes
keluarga keluarga dalam pedesaan dan Desa
memberdayakan
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usaha - usaha kecil
yang berbasis
ekonomi kerakyatan
13. Meningkatnya | 17. 25. Pengembangan | Tersedianya SDM Program Dinas
58 jumlah wisatawan | Pengembangan Promosi dan dibidang pariwisata 160 % Pengembangan Pariwisata Pemuda
domestik dan dan promosi pemasaran aset yang kreatif dan Kemitraan Olahraga &
internasional destinasi wisata wisata mandiri Pariwisata
26.Pengembangan | Berkembangnya Program
potens wisata Budaya dan Potensi Pengembangan Pemerintahan K antor
58 damdanbudaya | Daerah 100% Budaya dan Umum Perwakilan
Potensi Daerah
Meningkatnya Program Dinas
Jumlah kayu hitam, pemanfaatan Pemuda
58 burung maleo, ikan 96 sumber daya alam Pariwisata Olahr
bambangan dsb dan lingkungan raga &
9 ) gKung Pariwisata
hidup
% partisipas Dinas
masyarat dalam o Pemuda
58 pelestarian sumber Pariwisata Olahraga &
dayaaam Pariwisata
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Meningkatkan Akses dan Kualitas K esehatan dan Kualitas Hidup

1 1. Meningkatnya | 1. Meningkatkan | 2. Menurunkan % akses masyarakat Program
mutu pelayanan persentase terhadap fasilitas peningkatan
akses dan mutu kesehatan penduduk miskin kesehatan kualitas
pelayanan dengan strategi pro sumberdaya Di
kesehatan poor melalui 100% manusia dan Kesehatan Kagt];an
terutama untuk pemberdayaan peningkatan
kesehatan ibu masyarakat kualitas hidup
(Program Bangun
2 1. Peningkatan Meningkatkan mutu Tersedianyadr | Program
Kualitas dan pelayanan Spesiais dan Kemitraan
Kuantitas Tenaga Belum Lengkapnya Sub Spesialis | Peningkatan
Medis dan Dokter Spesiais untuk Standar | Pelayanan Kesehatan RSUD
paramedis rumah sakit Tipe | Kesehatan
B 100 %
3 4. Peningkatan Meningkatkan sarana Program
Pelayanan dan prasarana pengadaan
kesehatan pada Perawatan dan peningkatan
Unit-Unit Penunjang Medik Sdesainya sarana dan
Pelayanan (Alat kesehatan, Belum lengkapnya prasarana RS
kesehatan; Obat-obatan, logistik sarana dan prasarana Pelebf&g)]u&an Kesehatan RSUD
Rumah Sakit, bahan
alat pembersih, alat
rumah tangga
Rumah Sakit
4 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan | 4. Peningkatan Terpeliharanya Terpeliharanya | Program
akses dan mutu mutu pelayanan Pelayanan sarana RS Peralatan tehnis | Pemeliharaan
kesehatan kesehatan pada Belum terpeliharanya Medis yang saranadan
Egyha;lan Unit-Unit sarana RS akan digunakan | prasarana RS Kesehatan RSUD
an terutama
Pelayanan untuk Pelayanan
untuk kesehatan kesehatan; RS 100 %
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5 | ibudan anak Tersedianya Sarana Seluruh Rumah | Program
Pelayanan Kesehatan Saranadan Prasarana Sakit Di SulBar | Kebijakan dan
Rujukan Yang belum m i membuat Manajemen
dibutuhkan oleh ) Regionadisasi,Si | Pembangunan
Masyarakat Sul-bar sehingga RSU Prov stem Rujukan | Kesehatan Kesehatan RSUD
belum dijadikan Berpusat di
RSUP Rujukan RSUD Provinsi
100 %
6 - Terakreditasinya Program
RSUD Prov. Sulbar RSUD Prov. Sulbar | Terakreditasinya gtelandansasu
belum terakreditasi RS 16 " aga”a" Kesehatan RSUD
0% Pelayanan atan
7 Persentase Program Obat
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Dinas
dan vaksin 80% 100% K esehatan Kesehatan K esehatan
8 3. Pembinaan Persentase penduduk Program
Kesehatan yang memiliki akses Pengembangan D
Lingkungan dan terhadap air minum 63% 82% Lingkungan Kesehatan Kaéﬂzt?
Pola Hidup Sehat yang berkualitas Sehat an
Pada Masyarakat;
9 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan | 3. Pembinaan Angka penemuan Program
akses dan mutu mutu pelayanan Kesehatan Kasus Malaria per Pencegahan dan Dinas
kesehatan Lingkungan dan 1000 penduduk 2,6 15 Penanggulangan Kesehatan
pelayanan ; 5 Kesehatan
Pola Hidup Sehat Penyakit Menular
kesehatan terutama Pada Masyarakat:
10 | untuk kesehatan " | Persentase kasus baru
ibu dan anak TB Paru (BTA
Positif) yang 2% 75 % Kesehatan
ditemukan
11 Persentase desa yang 90 % 100 % Kesehatan
mencapai UCI
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12 Persentase RS yang Program
terakreditasi Standarisasi Dinas
35% 60% Pelayanan Kesehatan K esehatan
Kesehatan
13 Persentase RS
Provinsi/Kab yang 35% 75% Kesehatan
menerapkan SPM-RS
14 - Persentase 36,8% program
Puskesmas Rawat Peningkatan Dinas
Inap mampu PONED 52% Keselamatan Ibu Kesehatan K esehatan
Melahirkan dan
Anak
Cakupan komplikasi Program
kebidanan yang Peningkatan Dinas
ditangani 60% 63% Keselamatan Ibu Kesehatan K esehatan
Melahirkan dan
Anak
15 Persentase ibu Program
bersalin yang Peningkatan Dinas
ditolong oleh Nakes 7% 86% Keselamatan Ibu Kesehatan K esehatan
Terlatih (Cakupan Melahirkan dan
PN) Anak
16 Cakupan kunjungan Program
neonatal Pertama Peningkatan Dinas
(KN1) 70% 75% Keselamatan 1bu Kesehatan K esehatan
Melahirkan dan
Anak
Cakupan Pelayanan Program
Kesehatan Bayi Peningkatan Dinas
89% 90% Keselamatan Ibu Kesehatan K esehatan
Melahirkan dan
Anak
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Meningkatnya Program
manajemen kebijakan dan Dinas
Kesehatan 100% 100% manajeme Kesehatan K esehatan
pembangunan
kesehatan
Teregistrasinya Program
tenaga kesehatan pengembangan Dinas
50% 75% sumber daya Kesehatan K esehatan
kesehatan
Persentase Provinsi Program
dan kab memiliki pengembangan Dinas
bank data K esehatan 100% 100% Sistem Informasi Kesehatan K eschatan
kesehatan
17 | 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan | 2. Peningkatan Tersedianya Program
akses dan mutu mutu pelayanan kualitas status kebutuhan alat Keluarga Keluarga
pelayanan kesehatan Ir;g]:rt:kn " .lf_c;}t;ﬁ(p;r%? 40% 100% Berencana Berencanadan | Badan PP dan
kesehatan terutama pelayanan KB pada Kgl ;an;rga KB
untuk kesehatan semualapisan Sgjahtera
ibu dan anak masyarakat
18 2. Peningkatan Persentase Balita di Program Dinas
kualitas status timbang berat 2% 100% Perbaikan Gizi Kesehatan K esehatan
kesehatan badannya (D/S) Masyarakat
19 masyarakat; Persentase Balita
Gizi Buruk mendapat 100% 100% Kesehatan
perawatan
20 3. Pembinaan Pengaturan Program
Kesehatan Pembinaan Lingkungan
Lingkungan dan Pengawasan dan Sehat Perumahan
Pola Hidup Sehat Pelaksanaan 100% Perumahan Dinas PU
Pada Masyarakat; Pengembangan
Sanitasi dan
Persampahan
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21 3. Pembinaan Meningkatnya Program Kduarga
Kesehatan kualitas reproduksi Kesehatan Berencang dan | Badan PP dan
Lingkungan dan remaja 50% 100% Reproduksi Keluaraa KB
Pola Hidup Sehat Remaja sS4 ahte?a
Pada Masyarakat;
22 | 2. Menurunnya 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan Persentase Rumah Program Promosi
persentase persentase masyarakat miskin | tanggaber PHBS Kesehatan dan
penduduk miskin penduduk miskin | agar dapat Pemberdayaan
dengan strategi mengakses segala . ) Masyarakat Dinas
pro poor melalui | sumber kehidupan 62% 80% Kesehatan K esehatan
pemberdayaan yang layak
masyarakat
(Program Bangun
Mandar) - -
Persentase desa Siaga Program Promosi
aktif Kesehatan dan Dinas
48% 70% Pemberdayaan Kesehatan K esehatan
Masyarakat
23 7. Dukungan Tersedianya akses Akses Program
terhadap kesempatan kerja dan Penaggulangan
pelaksanaan berusaha, Pelayanan . Pemberdayam_ Kemiskinan
Belum tepenuhi masyarakat bagi
MP3KI ;%‘S}Tafgfyg"agi akses pemberdayaan | fakir miskin
Kelompok Ussha. | Tooyaraket bagy faidr | - dajam bentuk Sosidl Dinas Sosial
Bersama (KUBE) Kelompok Usaha Kelompok
Bersama (KUBE) Bersama
terlaksana
dengan baik
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5. Menurunkan 14. Pemberian Tersedianya akses Program
persentase bantuan rumah perumahan dan Perumahan dan
penduduk miskin | layak huni, pemukiman melalui . Akses prumahan | Permukiman
dengan strategi angkutan murah, rehabilitasi rumah Belum terpenuhi dan pemukiman | Layak Huni
peningkatan air bersih dan tidak layak huni akses perumahan dan melalui
kualitassarana | sanitasi yang (RTLH) pemukiman melalui | o i Sosial Dinas Sosial
danprasarana | layak, listrik rehabilitasi rumah | o o Tidak
infrastruktur bagi | murah dan tidak layak huni ( Layak Huni
masyarak miskin | hemat,kehidupan RTLH) cukup memadai
masyarakat miskin
perkotaan
25 | 2. Menurunnya 5. Menurunkan 14. Pemberian Tersedianya Program
persentase persentase bantuan rumah pemukiman dan Pemberdayaan
i i penduduk miskin | layak huni, infrastruktur bagi . Fakir Miskin,
penduduk miskin dengan strategi angkutan murah, warga Komunitas Bel unr(_terper:juhl Penll_enuhag Komunitas Adat
peningkatan air bersih dan Adat Terpencil . ﬁc)emu |kman an pgrr}u |ma|r(1 an Terpencil (KAT)
kualitas sarana sanitasi yang (KAT) Infrastruktur sesual Infrastruktur dan Penyandang Sosia Dinas Sosia
I lah Komunitas | bagi wargaKAT
dan prasarana layak, listrik Ju;\nd A Masalah
. ) at Terpencil sudak cukup .
infrastruktur bagi | murah dan (KAT) yang ada memadai Kesgjahteraan
masyarak miskin | hemat,kehidupan Sosial (PMKYS)
masyarakat miskin Lainnya
perkotaan
26 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan Terlaksananya Program Bantuan
persentase masyarakat miskin | pemberian bantuan Tunai Bersyarat
penduduk miskin | agar dapat Tunai Bersyarat bagi . .
dengan strategi mengaksessegala | RSTM (PKH) RSTM ibu menyusui,
pro poor melalui | sumber kehidupan balita anak usia SD ) ) )
pemberdayaan yang layak dan SMP yang Sosia Dinas Sosia
masyarakat mendapatkan PK_H
(Program Bangun belum memadai
Mandar)
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27 Terlaksananya Program Asuransi
Asurans _ Program Kesgjahteraan
Kesgjahteraan Sosial . Asurans Sosia
(ASKSOS) Program ASIANS | K esejanteraan
Kesgjahteraan Sosial . - . . .
) : Sosial bagi Sosia Dinas Sosid
bagi sektor informal sektor informal
belum maksimal tor inform
telah terlak sana
dengan baik
28 | 2. Menurunnya 3.Menurunkan 9.Pemberian Masyarakat ) Program promosi
persentase persentase jaminan bagi mengetahui tentang Tersedianya | 1 acehatan dan
duduk miskin penduduk miskin | masyarakat miskin | pelayanan Rumah Masyarakqt belum SIM yang pemberdayaan
pen ; ; mengetahui tentang lengkap guna
dengan strategi untuk sakit . Masyarakat
perlindungan meningkatkan pelayanan yang ada menunjang Kesehatan RSUD
sosial aksesibiltas di RSUD Prov. proses
terhadap pelayanan Sulbar 50 % manajemen RS
kesehatan, pendidik 100%
29 an dan lannya - Tersusunnya
standar pelayanan K eschatan
Rumah Sakit
30 8. Pemberian Masyarakat miskin Program
bantuan untuk mendapat Pelayanan . Terlayaninya | Pelayanan
peningkatan Kesehatan gratis Terlayaninya Masyarakat K esehatan
produktivitas Pelayanan miskin 600 | Penduduk Miskin |  Kesehatan RSUD
masyarakat miskin Masyarakat Miskin orang
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31 2. Menurunkan 7. Dukungan Meningkatnya peran Program
persentase terhadap sertaanak dan keserasian
penduduk miskin | pelaksanaan perempuan dalam kebijakan kuaitas
dengan strategi MP3KI peningkatan kualitas anak dan Pemerintahan
pro poor melalui hidup mereka 99% 100% perempuan U Biro Kesra
X mum
pemberdayaan melalui kelompok
masyarakat kegiatan di
(Program Bangun masyarakat
Mandar)
32 | 2. Menurunnya 2. Menurunnya 6. Pemberdayaan Tercapainyakualitas Program
persentase persentase masyarakat miskin | hidup masyarakat peningkatan
penduduk miskin | penduduk miskin | 29ar dapat yang lebih sehat kudlitas hidup ,
mengakses segala 05% 100% dan kesgjahteraan | Pemerintahan Biro Kesra
sumber kehidupan Umum
yang layak
33 Peningkatkan program
keberdayaan Peningkatan
masyarakat dalam K eberdayaan Pemberdayaan | o\ ovD
mengelola 86% 95% Masyarakat Masyarakat & Pemdes
pembangunan di Perdesaan dan Desa
pedesaan
34 | 3. Menurunnya 6. Menurunkan 16. Menciptakan Meningkatnya program
persentase persentase lapangan kerja kesempatan kerja peningkatan
pengangguran pengangguran melalui investasi kesempatan kerja
dengan strategi dan kegiatan padat
pro job melalui karya 3% 100% Disnaker &
pembukaan Transmigrasi
lapangan kerja
yang sebanyak-
banyaknya
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35 Terberdayakannya Pemberdayaan
Organisasi Parggggaaan Pemberdayaan | Kelembagaan
Kelembogaon 053, | K esejahteraan Sosial | Slembagan | Sosa
Sosia . . .
(Karang Taruna, Masyarakat Sosia Dinas Sosia
Orsos) dan Pekerja cukup
sosid Masyarakat meningkat
(PSM) masih rendah
36 | 4. Mewujudkan 7. Pembangunan | 21. Pengembangan | Meningkatnya peran Program
Pembangunan kependudukan keluarga kecil sertadan partisipasi Pembinaan
berwawasan dan keluarga bahagia dan masyarakat dalam peningkatan Keluarga
kependudukan dan | kecil bahagia sejahtera mel aksanakan Peran Serta Berencang dan | Badan PP dan
mewujudkan segjahtera program Keluarga 40% 100% Masyarakat Keluarga KB
keluarga kecil Berencana secara dalam Soj dﬁtegr’a
bahagia sejahtera mandiri Pelaksanaan
KB/KS yang
Mandiri
37 20. Pembangunan Meningkatnya Program Keluarga
berwawasan pemahaman remaja Pengembangan Berencanadan | Badan PP dan
kependudukan akan kualitas - 100% Pusat Pelayanan Keluarga KB
berkelanjutan reproduksi Informasi dan Soj dﬁtegr’a
Konseling KRR
38 21. Pengembangan | Meningkatnya Program
keluarga kecil keterampilan Penyiapan tenaga
bahagia dan pendamping pendamping Keluarga
sejahtera kelompok BKB kelompok bina Berencanadan | Badan PP dan
50% 100% Keluarga (BKB) Keluarga KB
Sejahtera
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39 | 4. Mewujudkan 7. Pembangunan | 21. Pengembangan | Terbentuknya suatu Program
Pembangunan kependudukan keluarga kecil model operasional Pengembangan Keluarga
berwawasan dan keluarga bahagia dan BKB-Posyandu-Paud model oprasional Berencang dan | Badan PP dan
kependudukan dan | kecil bahagia sejahtera yang dapat dijadikan 100% BKB-Posyandu- Keluarga KB
mewujudkan segjahtera sebagal percontohan padu Soj dﬁtegr’a
keluarga kecil dalam
bahagia segjahtera pengembangannya
40 | 5. Mewujudkan 9. 25. Perencanaan Tersedianya Data Program
pengarustamaan Pengarustamaan dan penganggaran | Base terpilah Pengumpulkan
gender,perlindunga | gender dalam yang responsif tentang Gender, Datadan
n anak dan pembangunan gender Pemberdayaan 100% Informasi Pemberdayaan | Badan PP dan
perempuan, serta Perempuan dan Perempuan KB
penanganan PMKS Perlindungan Anak
untuk kepentingan
perencanaan
41 10. Meningkatkan | 27. Penetapan Terciptanya suatu Program
perlindungan regulasi daerah akselerasi dan Keserasian
anak dan tentang sinkronisasi kebijakan
perempuan perlindungan anak | kebijakan program peningkatan
dan perempuan pembangunan SDM kualitas Anak dan
yang mengarah pada 60% 100% Perempuan. P%g?ﬂ%?ﬁf” Bada?(gP dan
upaya peningkatan
kualitas anak dan
perempuan dari
semua aspek
42 | 5. Mewujudkan 10. Meningkatkan | 28. Penyusunan Terciptanya suatu Program
pengarustamaan perlindungan dokumen analisis kondisi kualitas Peningkatan
gender,perlindunga | anak dan Situasi ibu dan hidup perempuan kualitas hidup Pemberdayaan | Badan PP dan
n anak dan perempuan anak dan anak yang jauh 40% 100% dan Perlindungan Perempuan KB
perempuan, serta dari unsur kekerasan Perempuan dan
penanganan PMKS dan eksploitasi anak
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43 8. Meningkatkan | 23. Meningkatkan | Terserapnya Program
peran perempuan | peran dan perempuan dalam Peningkatan
dalam partisipasi berbagai lapangan Peran sertadan
pembangunan perempuan dalam | pekerjaan serta kesetraan Gender
daerah. proses politik dan partisipasi secara dalam
jabatan publik aktif dalam setiap 60% 100% pembangunan Pemberdayaen | Badan PP den
keciatan empuan KB
egi
pembangunan
maupun dalam
menikmati hasil
pembangunan
a4 9. 25. Perencanaan Meningkatnya Program
Pengarustamaan dan penganggaran | kapasitas Penguatan
gender dalam yang responsif kelembagaan PUG Kelembagaan
pembangunan gender dan PUHA melalui Pengarustamaan
upaya pembentukan 70% 100% Gender (PUG) Pgnertg]daltjy:?n Badar(l;P dan
Pokja diantara sektor dan P
instans terkait Pengarustamaan
Hak Anak
(PUHA)
45 | 5. Mewujudkan 9. 25. Perencanaan Gender development Program
pengarustamaan Pengarustamaan dan penganggaran | Indeks (GDI) peningkatan
gender,perlindunga | gender dalam yang responsif kualitas
n anak dan pembangunan gender 100% sumberdaya Pgnerberdayaan Badan PP dan
. empuan KB
perempuan, serta manusia dan
penanganan PMKS peningkatan
kualitas hidup
46 10. Meningkatkan | 26.Peningkatan Meningkatnya Program Promosi
perlindungan kelembagaan dan pelayanan informasi kesehatan
anak dan koordinasi promosi dan Ibu,Bayi dan Keluarga
perempuan perlindungan anak | penyuluhan 20% 100% Anak melalui Berencanadan | Badan PP dan
dan perempuan kesehatan 1bu Bayi kelompok Keluarga KB
dan Anak dalam kegiatan Sejahtera
setiap kelompok Masyarakat
kegiatan masyarakat
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11. Meningkatkan | 31. Peningkaatan Meningkatnya usaha- Program
penanganan _perl.indunga_n dan usaha Penanggulangan Keluarga
terhadap jaminan sosial penanggulangan Narkoba, PMS Berencanadan | Badan PP dan
penyandang Narkoba, PMS 40% 100% termasuk HIV Keluarga KB
masalah termasuk HIV AIDS AIDS S5 pr
kesgjahteraan
sosia
48 10. Meningkatkan | 28. Penyusunan Adanya petunjuk dan Program
perlindungan dokumen analisis panduan informasi pengembangan
anak dan Situasi ibu dan tentang pola dan bahan Imformasi Keluarga
perempuan anak bentuk pengasuhan 70% 100% tentang Berencanadan | Badan PP dan
anak dan pembinaan 0 0 pengasuhan dan Keluarga KB
tentang tumbuh pembinaan Sejahtera
kembang anak tumbuh kembang
Anak
49 | 5. Mewujudkan 11. Meningkatkan | 32. Pengembangan | Terlaksananya Program
pengarustamaan penanganan kesejahteraan Bintek/Pendataan Pengembangan
gender,perlindunga | terhadap sosial dan PMKS,INDOTERA ( Bel . ) Kesgjahteraan
. e um terpenuhi Pencapai target :
n anak dan penyandang kapasirtas SDM Indonesia Sejahtera) target y?aﬁ;] wggﬁ cuku% Sosia Sosial Dinas Sosial
perempuan, serta masalah Pengemb. SDM diharaokan baik
penanganan PMKS | kesejahteraan Kesos dan a
sosial Koordinasi Bidang
Kesos
50 | 6. Peningkatan 12. 33.Pengembangan | berkembangnya program
Taraf Hidup Pengembangan Wilayah wilayah transmigrasi pengembangan L Disnaker &
Transmigran wilayah dan Transmigrasi 6% 100% wilayah Transmigrasi | migras
pemukiman transmigrasi
51 transmigras 34. Pengembangan | mengembangkan program Disnaker &
Transmigrasi transmigrasi lokal 2% 100% transmigrasi lokal Transmigrasi Transmigras
Lokal
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Misi 4
M eningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
1 1. Meningkatnya 1. Mewujudkan 1. Meningkatkan APK PAUD Program
akses dan mutu pendidikan anak akses dan Pendidikan Anak
pendidikan anak usia pra sekolah pelayanan UsiaDini Dinas
usiadini masyrakat 50.81% 15.00% Pendidikan Pendidikan
terhadap
pendidikan anak
usiadini
2 2. Meningkatnya 2. Mewujudkan 2. Meningkatkan APM SD/SDLB/MI Program Wajib
akses dan mutu pendidikan dasar 9 | akses dan mutu Belgjar Sembilan
pendidikan untuk tahun dan 12 tahun | pelyanan Tahun
untasan wajib didikan dasar 9 - Dinas
gajar pmdid?kan tehun 89.55% 8.10% Pendidikan | peridikan
dasar 9 tahun dan
pencanangan wajib
belajar 12 tahun
3 2. Meningkatnya 2. Mewujudkan 2. Meningkatkan % SD/SDLB Program
akses dan mutu pendidikan dasar 9 | akses dan mutu Memiliki Internet Pengembangan
pendidikan untuk tahun dan 12 tahun | pelyanan Teknologi
penuntasan wajib pendidikan dasar 9 Informasi dan Pendidikan Dinas
belgjar pendidikan tahun Komunikasi Pendidikan
dasar 9 tahun dan Pendidikan
pencanangan wajib
belajar 12 tahun
4 2. Meningkatnya 2. Mewujudkan 2. Meningkatkan Meningkatnya Program
akses dan mutu pendidikan dasar 9 | akses dan mutu kualitas pendidikan pelayanan dan
pendidikan untuk tahun dan 12 tahun | pelyanan dan kesehatan pembinaan
untasan wajib didikan dasar 9 | sekolah sekolah Pemerintahan .
gajar pendid?kan f:?un 95% 100% Umum BiroKesa
dasar 9 tahun dan
pencanangan wajib
belajar 12 tahun
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2. Meningkatnya 2. Mewujudkan 3. Meningkatkan APK Program
akses dan mutu pendidikan dasar 9 | akses dan mutu SMA/SMALB/MA/ Pendidikan
pendidikan untuk tahun dan 12 tahun | pelayanan SMK/Paket C Menengah
untasan wajib didikan dasar - Dinas
gajar pmdid?kan 1 tahun 62.71% 20.46% Pendidikan | peridikan
dasar 9 tahun dan
pencanangan wajib
belajar 12 tahun
2. Meningkatnya 2. Mewujudkan 3. Meningkatkan Program
akses dan mutu pendidikan dasar 9 | akses dan mutu Pendidikan Luar
pendidikan untuk tahun dan 12 tahun | pelayanan Biasa
penuntasan wajib pendidikan dasar - Dinas
belajar pendidikan 12 tahun Pendidikan | peridikan

dasar 9 tahun dan
pencanangan wajib
belgjar 12 tahun
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2. Meningkatnya 3. Meningkatnya 4. Meningkatkan % akses Program
akses dan mutu akses dan perluasan dan masyarakat terhadap peningkatan
pendidikan untuk pelayanan pemerataan fasilitas pendidikan kualitas
penuntasan wajib masyarakat pendidikan sumberdaya
belgjar pendidikan | terhadap menengah baik manusia dan
dasar 9 tahun dan | pendidikan umum maupun peningkatan
pencanangan wajib kejuruan untuk kualitas hidup
belgjar 12 tahun mengantisipasi
meningkatnya
lulusan sekolah Dinas
;n:)nengah pertama 50% 100% Pendidikan Pendidikan
agal dampak
keberhasilan
Program WAJAR
Pendidikan Dasar
9 Tahun, dan
penyediaan tenaga
kerjalulusan
pendidikan
menengah yang
berkualitas
Termanfaatkannya
kurikulum muatan
lokal tentang 100% SD dan - Dinas
pengenalan siswa SMP Pendidikan Pendidikan
terhadap
sumberdaya alam.
2. Menurunnya 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan Jumlah dan Program
persentase persentase masyarakat miskin | persentase anak Pelayanan dan | Pelayanan dan
penduduk miskin penduduk miskin | agar dapat terlantar dan Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Rehabilitasi
dengan strategi pro | mengaksessegala | Asuhan yang Rehabilitas Kesgahteraan | Kesgjahteraan Sosial Dinas Sosial
poor melalui sumber kehidupan | diberikan bantuan Kesgjahteraan Sosial Sosial Anak Sosia Anak
pemberdayaan yang layak anak belum memadai cukup
masyarakat meningkat
(Program Bangun
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Mandar)
9 2. Menurunnya 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan Jumlah lanjut usia Proram
persentase persentase masyarakat miskin | yang mendapat Pelayanan dan
duduk miskin penduduk miskin agar dapat pelayanan dan Rehabilitas
pen dengan strategi pro | mengaksessegala | perlindungan sosia Eelayanan dan. Pel ayanan dan Kesgjahteraan
poor melalui sumber kehidupan perlindungan sosial | perlindungan | o) o Usia Sosial Dinas Sosial
emberdayaan ang lavak lanjut usia belum sosia lanjut usia
b 5 yanglay terlaksana terlaksana baik
masyarakat
(Program Bangun
Mandar)
10 | 2. Menurunnya 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan .Jumlah Orang Program
persentase persentase masyarakat miskin | Dengan Kecacatan Pelayanan dan | Pelayanan dan
penduduk miskin penduduk miskin | agar dapat (ODK) yang Pelayanan dan perlindungan | Rehabilitas Sosal
dengan strategi pro | mengaksessegala | mendapat pelayanan perlindungan bagi bagi Orang Orang Dengan
poor melalui sumber kehidupan | Pembinaan dan Orang Dengan Dengan Kecacatan (ODK) Sosia Dinas Sosial
pemberdayaan yang layak Perlindungan Kecacatan (ODK) Kecacatan
masyarakat belum memadai (ODK) berjalan
(Program Bangun dgn baik
Mandar)
11 | 2. Menurunnya 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan Jumlah Tunasosial Program
persentase persentase masyarakat miskin | yang mendapatkan Pelayanan dan
penduduk miskin penduduk miskin | agar dapat pembinaan, Rehabilitasi
dengan strategi pro | mengaksessegala | bantuan, dan Pembinaan Sosia
poor melaui sumber kehidupan | rehabilitasi sosial ' Penyandang Tuna
- . bantuan dan :
pemberdayaan yang layak bagi Tunasosal Pembinaan, bantuan A Sosia
P rehabilitas . . .
masyarakat dan rehabilitasi sosial . ] Sosia Dinas Sosia
. . sosial bagi Tuna
(Program Bangun bagi Tunasosia : )
Sosial berjalan
Mandar) baik
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kepada masyarakat
melalui program
tuntas kecamatan

2. Menurunnya 2. Menurunkan 6. Pemberdayaan Jumlah Program
persentase persentase masyarakat miskin | penyalahgunaan Pelayanan, Pelayanan dan
penduduk miskin penduduk miskin agar dapat Napza yang Pelayanan, bantuan bantuan dan Rehabilitas Sosial
dengan strategi pro | mengaksessegala | mendapat pelayanan | dan rehabilitasi sosia rehabilitas Penyalahgunaan
poor melaui sumber kehidupan | dan perlindungan bagi penyalahgunaan sosial bagi Napza Sosia Dinas Sosia
pemberdayaan yang layak Kesgjahteraan Napza belum penyalahgunaan
masyarakat Sosia maksimal Napzatelah
(Program Bangun terlaksana
Mandar)
13 | 2. Meningkatnya 3. Meningkatnya 5. Peningkatan Program
akses dan mutu akses dan mutu pendidik dan Peningkatan
pendidikan untuk pelayanan tenaga Mutu Pendidik
penuntasan wajib masyarakat kependidikan; dan Tenaga Pendidikan Dinas
belgjar pendidikan | terhadap Kependidikan Pendidikan
dasar 9 tahun dan | pendidikan
pencanangan wajib
belgjar 12 tahun
14 | 2. Meningkatnya 3. Meningkatnya 6. Peningkatan Program
akses dan mutu akses dan kompetensi dan Manajemen
pendidikan untuk pelayanan kesejahteraan guru Pelayanan
penuntasan wajib masyarakat pada semuajalur Pendidikan Pendidikan Dinas
belgjar pendidikan | terhadap dan jenjang Pendidikan
dasar 9tahun dan | pendidikan pendidikan;
pencanangan wajib
belgjar 12 tahun
15 | 3. Terwujudnya 4. Meningkatkan 7. Membuka akses | AngkaMelek Huruf Program
pemberantasan penuntasan buta pendidikan Pendidikan Non
buta aksarg; aksara informal maupun Formal
non formal yang - Dinas
sduasluasnya 88.48% 0.1152 Pendidikan Pendidikan
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16 | 4. Meningkatnya 5. Penyediaan 8. Peningkatan Berkembangnya Pengembangan
minat baca bahan bacaan yang | kemampuan dan Budaya Baca dan Budaya Baca dan
masyarakat berkualitas bagi budayabaca Pembinaan Pembinaan
masyarakat (rjn;qg/a;arr]akm Perpustakaan 49% 71% Perpustakaan Pendidikan Bagar;\ I:;)pus
tersedianyabuku-
buku yang
berkualitas,
17 | 6. Meningkatnya 7. Meningkatkan 13. Peningkatan Tersedianya sarana Program
peran dan prestas peran dan prestas | saranadan dan prasarana Peningkatan Dinas
pemuda, olahraga | pemudadalam prasaranaaktivitas | Pariwisatadi 5 45% 90 Pembangunan Pemuda dan Pemuda
dan seni pembangunan kepemudaan Kabupaten Sarana dan Olah Raga Olahraga &
daerah. Prasarana Pariwisata
Olahraga
18 | 6. Meningkatnya 8. Meningkatkan 15. Peningkatan Terciptanya SDM Program
peran dan prestasi prestas olahraga kuantitas dan Pemuda yang peningkatan
pemuda, olahraga | dan seni kualitas prestasi berkualitas kepemudaan dan Pemerintahan .
dan seni olahraga dan seni 98% 88% keolahragaan Umum BiroKesa
secara
berkelanjutan;
19 | 7. Meningkatnya 9. Pengembangan 16.Peningkatan Meningkatnya Program
pengelolaan dan nilai-nilai agama, upayarevitalisas pelestarian Nilai Upaya Pelestarian Nilai
pengembangan budaya dan dan pengelolaan Kepahlawanan, Penanaman nilai penanaman Kepahlawanan,
sumberdaya kearifan lokal aset sumberdaya Keperintisan dan K epahlawanan, Nilai Keperintisan dan
budaya budaya dan K esetiakawanan Keperintisan dan Kepahlawanan, | Kesetiakawanan _ _ .
kearifan lokal yang | Sosial K eseti akawanan Keperintisan Sosia Sosia Dinas Sosia
relevan bagi Sosial belum dan
peningkatan terloksana dgn baik | < Siakawanan
kemajuan Sulawesi Sosial cukup
Barat meningkat
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20 | 7. Meningkatnya 9. Pengembangan 16.Peningkatan Meningkatnya Program
pengel olaan dan nilai-nilai agama, upayarevitalisas Ketahanan Seni, Ketahanan Seni,
pengembangan budaya dan dan pengelolaan Budaya, Agama dan Budaya, Agama
sumberdaya kearifan lokal aset sumberdaya Kemasyarakatan dan Kesatuan
budaya budaya dan 100% Kemasyarakatan Bangsa dan Badan
kearifan lokal yang Politik Dalam Kesbangpol
relevan bagi Negeri
peningkatan
kemajuan Sulawesi
Barat
21 | 7. Meningkatnya 9. Pengembangan 16.Peningkatan Terwujudnya Penyelamatan
pengel olaan dan nilai-nilai agama, upayarevitalisas Penyelamatan dan dan Pelestarian
pengembangan budaya dan dan pengelolaan Pelestarian Dokumen/ Arsip
sumberdaya kearifan lokal aset sumberdaya Dokumen/ Arsip Daerah
budaya budaya dan Daerah . Badan Perpus
kearifan lokal yang 60% 100% Kearsipan & Arsip
relevan bagi
peningkatan
kemajuan Sulawesi
Barat
22 | 7. Meningkatnya 9. Pengembangan 17. Penguatan Meningkatnya Iman Program
pengelolaan dan nilai-nilai agama, nilai-nilai dan Tagwa peningkatan
pengembangan budaya dan keagamaan dan pelayanan Pemerintahan .
sumberdaya kearifan lokal budaya pada 9% 100% kehidupan Umum BiroKesra
budaya perilaku kehidupan beragama
masyarakat
23 | 7. Meningkatnya 9. Pengembangan 17. Penguatan Meningkatnya Iman Program
pengel olaan dan nilai-nilai agama, nilai-nilai dan Tagwa peningkatan
pengembangan budaya dan keagamaan dan kualitas
sumberdaya kearifan lokal budaya pada pemahaman dan Pemerintahan
budaya perilaku kehidupan 98% 100% pengamatan U Biro Kesra
mum
masyarakat agama dan
pembinaan
kerukunan
beragama
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Misi 5 : Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Hidup

1. Pemanfaatan 1
potensi tambang Mengoptimalkan
dengan pengelolaan SDA
memperhatikan berwawasan
kondisi lingkungan | lingkungan

1. Pengendalian
pencemaran dan
pengrusakan
lingkungan hidup;

Meningkatkan
pengawasan ketaatan
pengendalian
usaha/kegiatan dalam
upaya pengendalian
pencemaran lingkungan
serta Menurunya beban
pencemaran lingkungan
padaair, udaradan B3

103 usaha/
kegiatan wajib
AMDAI, UKL -
UPL
terinventarisir
lengkap dan
bermutuizin
lingkungannysa;

Jumlah Konsumsi
Bahan Perusak
Ozon (BPO)
sebanyak 1,1312
ton; 4 perusahaan
peserta PROPER,;
Baku Mutu Air
kelasll

Berkurang 3 %
dari jumlah
konsumsi BPO
awal;
Berkurangnya
emisi CO2 3%
dari data awal;20
perusahaan
peserta PROPER,;
b(6) serta
Memenuhi
klasifikasi air
kelas|
berdasarkan PP
No 82 Thaun
2001 untuk
pemantauan
kualitas air sungai
DAS Lariang,
DAS Mandar dan
DAS Mamasg;
Penambahan 2
sungai yang
melintasi kota

Lingkungan
Hidup

Badan
Lingkungan
Hidup

RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |

Bab VII -69



1. Pemanfaatan

1

1. Peningkatan dan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Terciptanya Pembinaan

Program

potensi tambang Mengoptimalkan pengembangan dan pengawasan Pembinaan dan
dengan pengelolaan SDA kualitas aparatur dibidang pertambangan Terciptanya Pengawasan
memperhatikan berwawasan padasetiap unit Permbinaan dan Bidang Energi dan Dinas
kondisi lingkungan | lingkungan kerjadalam 0% Pertambangan Sumberd Pertamb:
ptyn i o | sy | P
untuk mewujudkan pert:au%bﬁg an ther
clean government 9
and good
governance;
1. Pemanfaatan 1 2. Pengembangan Meningkatnya Program
potensi tambang Mengoptimalkan kelembagaan pengawasan dan pengawasan dan
dengan pengelolaan SDA pendidikan dan penertiban kegiatan Meningkatkan penertiban ) )
memperhatikan berwawasan pelatihan bagi pertambangan rakyat pengetahuan bag kegiatan rakyat Energi dan Dinas
kondisi lingkungan | lingkungan aparatur penambang yang 98% yang berpotens | Sumberdaya | Pertambangan
ta]pa izin merusak Minera ESDM
lingkungan
1. Pemanfaatan 2. Membangun 3. Peningkatan Termanfaatkannya
potensi tambang komitmen antara peluang usaha fasilitas dan pengolahan
dengan pemerintah, pertambangan; hasil pertambangan
memperhatikan masyarakat, dan
kondisi lingkungan | para pemangku Energi dan Dinas
kepentingan untuk Sumberdaya | Pertambangan
mengoptimalkan Minera ESDM
pemanfaatan
sumber daya alam
yang ramah
lingkungan,
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1. Pemanfaatan 2. Membangun 3. Peningkatan Meningkatnya produksi Program
potensi tambang komitmen antara peluang usaha minyak, Jumlah warga pemanfaatan
dengan pemerintah, pertambangan; Sulbar yang diterima sumber daya
memperhatikan masyarakat, dan padaindustry tambang, alam dan
kondisi lingkungan | para pemangku Cakupan pelaksanaan lingkungan Energi dan Dinas
kepentingan untuk CSR Perusahaan 60% hidup Sumberdaya | Pertambangan
mengoptimalkan Minera ESDM
pemanfaatan
sumber daya alam
yang ramah
lingkungan,
3. Pengembangan | 4. 5. Peningkatan - Jumlah lokasi laut, Program
kawasan Mengembangkan pengembangan pesisir dan pulau-pulau Pengelolaan
konservasi laut dan | kawasan kawasan kecil yang memiliki Sumberdaya
perairan yang konservasi laut dan | konservasi laut dan | perencanaan Laut Pesisir dan Kelautan Dinas
berkelanjutan perairan yang perairan dan pengelolaan 10 Pulau 156 Pulau Pulau-Pulau dan kelautan &
berkelanjutan; pengel olaan Kecil Perikanan Perikanan
lingkungan laut
berbasis
masyarakat;
- Jumlah pulau-pulau
kecil termasuk pulau Kelautan
kecil terluar yang dan
dikelola Perikanan
3. Pengembangan | 4. 5. Peningkatan Memastikan Program
kawasan Mengembangkan pengembangan penambahan jumlah 1 dokumen Pengelolaan &
konservasi laut dan | kawasan kawasan daerah pesisir yang : Rehabilitasi
airan yan konservasi laut dan | konservasi laut dan | terehabilitasi ekosistem zonas, ldokumen | g g Badan
@k o yang : ; - 1.091.481 mangrove | perencanaan serta L Lingkungan .
anjutan perairan yang perairan dan pesisir dan lautnya (2007 - 2011) 1 percontohan Pesisir dan Laut Hidup Lingkungan
berkelanjutan; pengel olaan ok ) Hidup
lingkungan laut perexonomian
berbasis pesSr
masyarakat;
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8 3. Pengembangan 4. 6. Pemberdayaan Meningkatnya Program
kawasan Mengembangkan masyarakat dalam | partisipasi masyarakat Pemberdayaan
konservasi laut dan | kawasan pengawasan dan dalam pemberdayaan Masyarakat Kelaut .

. . - : an Dinas
perairan yang konservasi laut dan | pengendalian dan pengendalian 50% 100% dalam dan kelautan &
berkelanjutan perairan yang Sumber Daya sumberdaya Pengawasan dan Perikanan Perikanan

berkelanjutan; kelautan; Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
9 3. Pengembangan 4. 6. Pemberdayaan Meningkatnya Program
kawasan Mengembangkan masyarakat dalam | kesgjahteraan Pemberdayaan Kelaut D
konservasi laut dan | kawasan pengawasan dan masyarakat pesisir Ekonomi an inas

: . - 50% 100% dan kelautan &
perairan yang konservasi laut dan | pengendalian Masyarakat Perikanan Perikanan
berkelanjutan perairan yang Sumber Daya Pesisir

berkelanjutan; kelautan;
10 | 4. Berkurangnya 5. Mempercepat 7. Rehabilitasi, Meningkatkan jumlah Perlindungan &
luas lahan kritis rehabilitasi hutan penghijauan dan tutupan lahan dan Konservasi
dan lahan dengan reklamasi hutan penekanan laju . | Sumber Daya
melakukan dan lahan; deforestasi melali _ Series data Profil | Alam
kehutanandan hutan, konservasi dan telah diberikan 2 kampung iklim;
MPTS untuk pengelolaan K ehati kepada masyarakt. 16.000bibit; 1
penghijauan, Sulbar Khusus untuk 2011, Taman Kehati Lingkungan Badan
rehabilitasi dan 40 orang Provins Sulbar; 1 Hidu Lingkungan
reklamasi lahan: tersosidisasi; 1 dokumen P Hidup
paket bibit durian Pengelolaan
otong diberikan Terpadu, 2
pada masyarakat percontohan
daerah Tommo konservasi
bantaran sungai
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4. Berkurangnya
luas lahan kritis

5. Mempercepat

rehabilitasi hutan
dan lahan dengan
melakukan
penyediaan bibit
tanaman
kehutanandan
MPTS untuk
penghijauan,
rehabilitasi dan
reklamasi lahan;

7. Rehahilitasi,
penghijauan dan
reklamasi hutan
dan lahan;

Meningkatkan rasio
kawasan terbuka hijau

Sulawes Barat

(Peningkatan
rasio atau luas
kawasan hijau
Sulawes Barat

Program
Pengelolaan
Ruangan
Terbuka Hijau
(RTH)

Lingkungan
Hidup

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Badan

Lingkungan
Hidup

12

4. Berkurangnya
luas lahan kritis

5. Mempercepat
rehabilitasi hutan

dan lahan dengan
melakukan
penyediaan bibit
tanaman
kehutanandan
MPTS untuk
penghijauan,
rehabilitasi dan
reklamasi lahan;

8. Pemantapan
Kawasan Hutan;

Terlaksananya

Rehabilitasi Hutan baik
di dalam maupun di luar

kawasan

Luas areal yang
direhabilitasi 9,79
%

Luar areal yang
direhabilitas
meningkat jadi
18%

Program
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

Kehutanan

Dinas
K ehutanan

13

4. Berkurangnya
luas lahan kritis

5. Mempercepat
rehabilitasi hutan

dan lahan dengan
melakukan
penyediaan bibit
tanaman
kehutanandan
MPTS untuk
penghijauan,
rehabilitasi dan
reklamasi lahan;

8. Pemantapan
Kawasan Hutan;

Tersusunnya
perencanaan dan
pembangan hutan
dengan baik

Perencanaan belum
mantap

Perencanaan bisa
lebih baik sampai
80%

Program
Perencanaan dan
Pengembangan
Hutan

Kehutanan

Dinas
Kehutanan

14

4. Berkurangnya
luas lahan kritis

5. Mempercepat
rehabilitasi hutan
dan lahan dengan

9. Perlindungan
Hutan dan
konservasi

Terwujudnya
pembinaan dan
pengendalian

Pemanfaatan hutan
belum maksimal
dan peredaran hasil

Pemanfaatan
Hutan yang baik,
peningkatan

Program
Pembinaan dan
Pengendalian

Kehutanan

Dinas
K ehutanan

RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |

Bab VIl -73



KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

reklamasi lahan;

melakukan sumberdaya Alam; | pemanfaatan hutan hutan belum pemasaran dan Pemanfaatan
penyediaan bibit berjalan dengan industri serta Hutan
tanaman tertib peredaran HH
kehutanandan yang tertib
MPTS untuk
penghijauan,
rehabilitasi dan
reklamasi lahan;
15 | 4. Berkurangnya 5. Mempercepat 9. Perlindungan Terwujudnyatertib Berkurangnya Program

luas lahan kritis rehabilitasi hutan Hutan dan pengamanan hutan, perambahan konservas
dan lahan dengan konservas tertanggulanginya Masih banyaknya hutan dan illegal keanekaragaman
melakukan sumberdaya Alam; | kebakaran hutan, dan perambahan hutan logging hayati dan
penyediaan bibit meni ngka@nya kawasan dan illegal logging, terbangunr’1ya Perlindungan
tanaman konservesi serta kawasan Hutan Kota di Hutan Kehut Dinas
kehutanandan konservasi yang semua kabupaten, anan Kehutanan
g";;ﬁ;j‘;‘]g’nk sedikit, dan belum serta

T adanya hutan kota terpeliharanya
rehablllta_s dan. di setiap kabupaten kawasan
reklamasi lahan; konservasi yang
telah ada
16 | 4. Berkurangnya 5. Mempercepat 9. Perlindungan Terwujudnyatertib Program

luas lahan kritis rehabilitasi hutan Hutan dan pengamanan hutan, Perlindungan
dan lahan dengan konservas tertanggulanginya ) dan konservasi
melakukan sumberdaya Alam; | kebakaran hutan, dan Masih banyaknya Berkurangnya | sumberdaya
penyediaan bibit meningkatnya kawasan | Perambahan hutan perambahan Hutan
tanaman konservasi danillegal logging, | hutandanillegal Kehutanan Dinas
kehutanandan serta kawasan logging serta Kehutanan
MPTS untuk konservasi yang perluasan wilayah
pmgh” auan, sedikit konservasi
rehabilitasi dan
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4. Berkurangnya 6. Meningkatkan 11. Peningkatan Kapasitas sumberdaya . Program
luas lahan kritis koordinasi koordinasi aparatur dan masyarakat Sosialisasi auran | penjingkatan
pelaksanaan pengamanan hutan | yang mengelola hutan terlaksana setiap |  gpasitas
pengamanan hutan masih rendah tahun, Pendidikan | gymperdaya
oleh provinsi dan Jumlah Polhut Non dan pelatihan | Aparatur dan
kab: PNS yang ikut untuk aparatur Masyarakat
pelatihan adalah 2 maupun Dinas
orang dan aturan masyarakat Kehutanan K ehutanan
belum terlaksana setiap
tersosialisasikan tahun, dan Polhut
dengan baik yang telah
memenuhi syarat
bertambah
menjadi 8 orang
18 | 5. Penerapan tata 7.Mengembangkan | 12. Mencapai Memeastikan Program
ruang wilayah penataan ruang kesepakatan antar peningkatan kualitas Peningkatan
yang berkelanjutan | yang berkelanjutan | tingkat data dan informasi Kualitas &
pemerintahan kualitas SDA dan LH " Akses Informasi
dalam hal sebagai dasar dloke';’;’('f:] Hil | sumber Daya
pembagian perencanaan stgtus kerugd«:n Alam dan
wewenang dan pembangunan lahan Provins Lingkungan Badan
tanggung jawab 1 GPS,peta dasar Sulawesi Barat 1 Hidup Lingkungan Lingkundan
pengel olaan hutan Sulbar (2007) dok Kaii ’ Hidup gKung
serta penetapan lokumen kajian Hidup
kawasan hutan kerusakan tanah
pada penataan Sulawes Barat,
ruang wilayah 60 SDM
sesuai dengan
peran dan
fungsinya
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5. Penerapan tata
ruang wilayah
yang berkelanjutan

7.Mengembangkan

penataan ruang
yang berkelanjutan

12. Mencapai
kesepakatan antar
tingkat
pemerintahan
dalam hal
pembagian
wewenang dan
tanggung jawab
pengel olaan hutan
serta penetapan
kawasan hutan
pada penataan
ruang wilayah
sesuai dengan
peran dan
fungsinya

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Terlaksananya
Pengelolaan dan
pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan

Produk hasil hutan
non kayu masih
rendah

Aneka Usaha
Kehutanan/HHB
K berkembang di
semua kabupaten

Program
Pemanfaatan
Potensi
Sumberdaya
Hutan

Kehutanan

Dinas
Kehutanan

20

5. Penerapan tata
ruang wilayah
yang berkelanjutan

7.Mengembangkan
penataan ruang
yang berkelanjutan

12. Mencapai
kesepakatan antar
tingkat
pemerintahan
dalam hal
pembagian
wewenang dan
tanggung jawab
pengel olaan hutan
serta penetapan
kawasan hutan
pada penataan
ruang wilayah
sesuai dengan
peran dan
fungsinya

Terwujudnya
Perencanaan makro dan
pemantapan tata batas
serta pengelolaan
kawasan hutan

Perencanaan dan
pengelolaan data
yang belum mantap
serta Belum
memiliki Peta
penunjukan
Kawasan Hutan

Perencanaan dan
pengel olaan data
tercapai 90% dan
Pemeliharaan
Batas kawasan
hutan bisa
meningkat 15%

Program
Perencanaan
Makro dan
Pemantapan
kawasan Hutan

Kehutanan

Dinas
Kehutanan
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terinventarisir untuk
kec. Mamasa); Kab.
Mamuju Utara:
1.500m3/135.369 jiwa.
Sedangkan untuk Kab.
Mamuju & Kab.
Polewali tanpa
informasi (data LPPD
2011)

5. Penerapan tata 7.Mengembangkan | 12. Mencapai Terlaksananya Program
ruang wilayah penataan ruang kesepakatan antar Peningkatan Usaha di Prodak kehutanan | Peningkatan
yang berkelanjutan | yang berkelanjutan | tingkat pemerintahan | gjqang kehutanan . kayu dan industri | Usaha
dalam hal pembagian Produk hasil hutan | K ehutanan
wewenang dan kayu dari hutan eyu mapun non
tanggung jawab tanaman dan kayu meningkat,
pengelolaan hutan industri kavu dan jumlahiijin K ehutanan Dinas
serta penetapan ayu q Pengelolaan Kehutanan
kawasan hutan pada non kayu masih Hutan Tanaman
penataan ruang rendah, peredaran meningkat, dan
wilayah sesuai yang belum tertib edaran,HH
dengan peran dan p?reb'h tertib
fungsinya Interu
22 | 6. Rendahnya 8. Meningkatkan 14. Membangun Menurunya beban Jumlah sampah Program
tingkat Pencegahan Dini kesadaran pencemaran limbah sebanyak 71.280 ton pengembangan
pencemaran dan Penanggulangan masyarakat agar domestik (wt:han ton pirgt Kinerja
resiko bencana; Bencana dan peduli padaisu sampah organik dan Pengelolaan
A . - anorganik) (Sumber
KesiapsiagaanBen | lingkungan hidup Persampahan
) " data BPS tahun 2010)
cana; dan berperan aktif atau sebesar 463 ribu
sebagai kontrol m3 emisi CH4 kG/gG;
sosia dalam data penganganan
memantau kualitas sampah berdasarkan (berkurang
lingkungan hidup kabu'\ﬁatm - Kab. menjadi 2,0% Badan
gene. dari data awal Lingkungan .
359M3B3 L0 WA | i mbah domestik Hidup L'”ﬂ:‘;{:‘g"""
48m3/14.784 jiwa di TPS; piagam
(data yang adipura
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6. Rendahnya

9. Meningkatkan

17. Pembangunan

Terjaminnya Rasa

Program

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

tingkat penanganan infrastruktur dalam | Aman Masyarakat dari Pengendalian )
pencemaran dan mitigasi bencang; rangka ancaman Barjjir dan 100% Banjir Pekerjaan Dinas PU
resiko bencana; pengurangan Abrasi Pantai Umum
resiko bencana
24 | 6. Rendahnya 9. Meningkatkan 17. Pembangunan | Terjaminnya Rasa Program
tingkat penanganan infrastruktur dalam | Aman Masyarakat dari Pengendalian
pencemaran dan mitigasi bencana; rangka ancaman Banjir dan Banjir Pekerjaan .
resiko bencang; pengurangan Abrasi Pantai 100% Umljjm Dinas PU
resiko bencana
25 | 7. Terwujudnya | 9. Meningkatkan 15. Optimalisasi Meningkatnya Program
pelayanan prima kinerjadan disiplin | penyelenggaraan pelayanan dan Pembinaan dan
yang dapat diakses | aparatur pelayananpublik; pembinaan kelistrikan Meningkatnya Pengembangan
dengan mudah dan | Pemerintah; kepada masyarakat pelayanan dan Bidang Energi dan Dinas
cepat oleh pembinaan 98% Ketenagalistrika | Sumberdaya | Pertambangan
masyarakat. kelistrikan kepada n Mineral ESDM
masyarakat
26 | 7. Meningkatnya 10. Meningkatkan | 19. Pengembangan | % terjadinya bencana Program
pelayanan sosial penanganan SOP penanganan akibat eksplorasi pemanfaatan K esatuan
dan masalah strategis tanggap darurat minyak dan gas sumber daya Bangsa dan
penanggulangan tanggap darurat; dipahami semua 100% alam dan Politik BPBD
korban bencana; pihak lingkungan Dalam
hidup Negeri
% terjadinya bencana Kesatuan
akibat abrasi garis Bangsa dan
pantai Politik BPBD
Dalam
Negeri
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7. Meningkatnya 10. Meningkatkan | 21. Meningkatkan | Jumlah korban bencana Program Sosial

pelayanan sosial penanganan penanganan alam yang berhasil Korban Bencana

dan masalah strategis Kedaruratan dibantu dan dilayani Alam

penanggulangan tanggap darurat; Korban Bencanadi Pemenuhan

korban bencana; wilayah secara Pm:nmggf‘;m bantuan korban
cepat, tepat dan alam belum bencanaalam Sosial Dinas Sosial
efektif serta aksimal telah terlaksana
terkoordinir dan maksim baik
terpadu;

28 | 7. Meningkatnya 10. Meningkatkan | 21. Meningkatkan | Jumlah korban bencana Program Sosial

pelayanan sosial penanganan penanganan sosialyang berhasil Korban Bencana

dan masalah strategis Kedaruratan dibantu dan dilayani Sosia

penanggulangan tanggap darurat; Korban Bencanadi

orben b iy e M | o

at, tepat d . . i i i
?gktif ggrta an sosial belum bencana sosia Sosial Dinas Sosial
terkoordinir dan maksimal belum maksimal
terpadu;
29 | 7. Meningkatnya 10. Meningkatkan | 21. Meningkatkan | Terlaksananya Program

pelayanan sosial penanganan penanganan Kesiapsiagaan/ pencegahan dini

dan masalah strategis Kedaruratan Kedaruratan dan dan

penanggulangan tanggap darurat; Korban Bencanadi | Logistik Bencana penanggulangan K esatuan

korban bencana; wilayah secara korban bencana Bangsa dan
cepat, tepat dan 100% aam Politik BPBD
efektif serta Dalam
terkoordinir dan Negeri
terpadu;
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30 | 8 Terwujudnya | 11. Penyediaan 17. Peningkatan Tersedianya data dan Survel dan
datadan informasi | datadaninformasi | kemudahan akses informsi sumber daya Pemetaan
pembangunan pembangunan publik terhadap geologi dan Tersedianya data Sumber Daya
daerah berbasis daerah berbasis datadaninformasi | tatalingkungan, mineral | daninforms sumber Geologi,Tatalin ) .
teknologi teknologi pembangunan dan batu bara daya geologi dan gkungan Energi dan Dinas
h . . ) . ; 98% ) ’ Sumberdaya | Pertambangan
informasi informasi daerah; tatalingkungan, Mineral dan Mineral ESDM
mineral dan batu BatuBara
bara
31 Terlaksananya Luasareal yang | Program
Rehabilitasi Hutan baik direhabilitasi 18 | Peningkatan
di dalam maupun di luar %, Fungsi dan Daya
kawasan dan pengembangan | dukung DAS
meningkatnya Luas areal yang aneka usaha berbasis Dinas
pengembangan aneka direhabilitasi 9,79 | kehutanan/HHBK | pemberdayaan Kehutanan K ehutanan
usaha kehutanan dan % di semua masyarakat
12. Meningkatkan HHBK lainnya kabupaten, dan
8. Pengembangan pengembangan 24. Peningkatan HKm maupun
Kawasan konservasi di kontrol di kawasan Hutan Desa
Konservas DAS kawasan DAS DAS berkembang
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